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Pengantar Redaksi

Selamat berjumpa kembali para pembaca. Pada edisi awal tahun ini, 
PARLIAMENTARY REVIEW kembali hadir dengan lima tulisan yang 
mengangkat berbagai tema di bidang politik, hukum, ekonomi, keuangan, 
industri, dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat. Tulisan pertama dari 
Prayudi berjudul “Konteks Sosial Politik Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu 
2024”. Dalam rangka proses penanganan dan eksekusi pemberian sanksi terhadap 
dugaan pelanggaran di tahapan kampanye yang terjadi pada Pemilu 2024, penulis 
merekomendasikan agar pihak penyelenggara pemilu menjalin kerja sama yang 
sinergis dengan institusi terkait dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. 
Bagi DPR RI, disarankan agar dapat mengajukan penggunaan hak angket dalam 
rangka penelusuran lebih jauh secara politis dari berbagai dugaan pelanggaran 
kampanye yang terjadi tersebut. 

Tulisan berikutnya dari Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan 
Pembangunan (Ekkuinbang) berjudul “Rasionalisasi Target Perekonomian 
dan Kebijakan Fiskal dalam Masa Transisi” yang ditulis oleh Mandala Harefa. 
Disrupsi ekonomi global dan domestik, termasuk pemulihan ekonomi 
pascapandemi dan Pemilu 2024, dipastikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi 
dan kebijakan fiskal 2024. Terkait dengan permasalahan ini, DPR RI pada masa 
transisi harus tetap menjaga dan mengawasi implementasi struktur dan menjaga 
keseimbangan fiskal APBN 2024, terutama program-program bantuan sosial dan 
proyek IKN yang menelan anggaran besar. Terlebih realisasi APBN 2024 akan 
menjadi prognosis sebagai baseline RAPBN 2025 yang pembahasannya masih 
menjadi tanggung jawab DPR RI periode ini. 

Tulisan ketiga masih mengangkat tema dari Bidang Ekkuinbang, yaitu 
“Analisis Efektivitas Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Kemandirian Fiskal 
Daerah” dari Venti Eka Satya dan Monika Suhayati. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia masih sangat 
rendah. Kedua penulis merekomendasikan peningkatan edukasi dan pembinaan 
kepada pemerintah daerah, penetapan tarif pajak, dan opsen oleh pemerintah 
daerah yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Selain itu, Komisi 
XI DPR RI perlu memastikan pelaksanaan berbagai upaya tersebut dan 
mengawasi pembentukan peraturan daerah terkait dan pelaksanaan UU HKPD 
agar dapat berdampak positif pada kemandirian fiskal daerah.

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VI No. 1 (Maret 2024) 1–49

ISSN 2656-923x



Selanjutnya, dari bidang kesejahteraan rakyat disajikan tulisan berjudul 
“Perspektif Kesejahteraan Pekerja dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja” oleh Hartini Retnaningsih. Penulis menyatakan bahwa K3 
bukan hanya terkait dengan upaya menjalankan pekerjaan/usaha secara aman 
dan selamat melalui penerapan teknologi yang benar dan kemampuan pekerja 
yang mengoperasikannya, melainkan ada sisi lain yang selalu menyertai, yaitu 
masalah kesejahteraan pekerja. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan 
untuk Komisi IX DPR RI, antara lain terus melakukan pengawasan terhadap 
implementasi K3 dan mendorong pemerintah untuk selalu melakukan 
pembinaan dan penegakan hukum secara tegas terkait K3. 

Isu Palestina yang menjadi salah satu prioritas politik luar negeri 
Indonesia juga diangkat dalam edisi kali ini, yang ditulis oleh Simela Victor 
Muhamad berjudul “Konflik Gaza dan Pentingnya Penguatan Diplomasi untuk 
Mewujudkan Kemerdekaan Palestina”. Untuk memperkuat diplomasi terkait 
Palestina, parlemen harus menjadi bagian dari upaya untuk ikut memperjuangkan 
kemerdekaan Palestina, khususnya di forum antarparlemen. BKSAP, sebagai 
penjuru diplomasi parlemen, perlu terus melakukan terobosan dalam menggalang 
dukungan komunitas parlemen global untuk Palestina. Komisi I DPR RI yang 
membidangi urusan luar negeri juga perlu terus mencermati perkembangan 
konflik Gaza dan melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah RI 
untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengupayakan terwujudnya 
negara Palestina yang merdeka.

Akhirnya, redaksi mengucapkan selamat membaca. Tanggapan, kritik, 
dan saran senantiasa kami nantikan demi peningkatan kualitas tulisan 
PARLIAMENTARY REVIEW sebagai bentuk kontribusi Pusat Analisis 
Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI dalam menyediakan dukungan keahlian 
kepada DPR RI.

Jakarta, Maret 2024

Redaksi
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Abstrak

Meskipun penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilu 2024 relatif lancar dan 
kondusif, namun terdapat beberapa kasus yang mengarah pada dugaan pelanggaran 
yang cenderung meluas. Pihak penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu beserta 
jajarannya masing-masing, terlihat mengalami permasalahan dalam proses 
penanganan dan eksekusi pemberian sanksi atas dugaan pelanggaran pemilu. Tulisan 
ini bertujuan untuk menganalisis konteks sosial politik relasi kekuasaan terhadap 
politik dan posisi penyelenggara yang terbatas kewenangannya, menyebabkan 
dugaan pelanggaran kampanye menjadi lemah penanganannya. Pada tataran relasi 
kuasa dan politik maka peluang keterlibatan struktur dan aparat menjadi sangat 
terbuka, meskipun di lapangan dapat dilakukan secara terselubung. Pada posisi 
penyelenggara pemilu terkesan subordinat berhadapan dengan temuan dan laporan 
atas dugaan pelanggaran kampanye. Bahkan, koordinasi internal lembaga yang 
bertugas dan memiliki wewenang pada kasus tertentu bisa saja kurang maksimal. 
Untuk itu dalam rangka proses penanganan dan eksekusi pemberian sanksi terhadap 
dugaan pelanggaran di tahapan kampanye yang terjadi di Pemilu 2024, pihak 
penyelenggara perlu menjalin kerja sama yang sinergis dengan institusi terkait dan 
membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Bagi DPR RI disarankan agar dapat 
mengajukan penggunaan hak angket dalam rangka penelusuran lebih jauh secara 
politis dari berbagai dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi tersebut.

aksi kekerasan yang memantik kekha-
watiran atas kondisi damai dalam pe-
laksanaannya di lapangan, tetapi secara 
umum kondisi yang kondusif tersebut 
masih tetap terjaga. Kasus tertentu itu 
antara lain saat lima sukarelawan calon 
presiden-calon wakil presiden nomor 
urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, 

Latar Belakang
Kampanye Pemilu 2024 yang ber-

langsung sejak 28 November 2023–10 
Februari 2024 relatif berjalan cukup 
kondusif tanpa terlampau diwarnai tin-
dakan yang mengarah pada gangguan 
keamanan secara nasional. Meskipun 
pada kasus tertentu, harus diakui terjadi 
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yang menjadi korban dugaan kekerasan 
di beberapa daerah di Yogyakarta dan 
Jawa Tengah (Harbowo, 2023). Penye-
lenggaraan kampanye pemilu yang re-
latif damai justru bersilangan dengan 
beberapa kasus yang mengarah pada du-
gaan pelanggaran dalam pelaksanaannya 
di lapangan.

Harapan bagi Bawaslu sebagai bagi-
an dari penyelenggara pemilu yang ber-
tugas dan berwenang untuk menangani 
dugaan pelanggaran yang terjadi terke-
san kurang maksimal dan bahkan ada 
kasus tertentu yang tidak terkoordina-
si satu sama lain antar-unsurnya. Pada-
hal, Bawaslu dengan strukturnya yang 
berjenjang dituntut untuk bukan saja 
mengawasi pemilu, termasuk di tahapan 
kampanye, tetapi juga memiliki tugas, 
wewenang, dan kewajiban guna mela-
kukan pencegahan dan bahkan sampai 
penindakannya (Pasal 93 s.d. 96 Un-
dang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (UU Pemilu)). Demi-
kian halnya, pada kasus dugaan calon 
legislatif (caleg) DPR yang membajak 
program bantuan sosial (bansos) untuk 
keuntungan elektoral. Pendamping Pro-
gram Keluarga Harapan (PKH) diman-
faatkan menjadi tim sukses. Ini sebagai-
mana muncul di Kabupaten Sijunjung, 
Sumatera Barat (“Perangkat Desa Jadi”, 
2024), menjadi salah satu contoh lain 
dugaan pelanggaran kampanye.

Substansi pelanggaran yang juga di-
sorot publik adalah kasus dugaan pe-
langgaran aparatur sipil negara (ASN) 
yang menjalar di beberapa daerah, seba-
gaimana antara lain di Medan, Sumate-
ra Utara dan Takalar, Sulawesi Selatan. 
Kemudian, soal pelaporan dana kam-
panye dan dugaan politik uang. Kasus 
dugaan bagi-bagi uang oleh pendukung 
Prabowo-Gibran, Miftah Maulana Habi-

burrahman atau Gus Miftah, di Pame-
kasan, Jawa Timur. Kasusnya ketika itu 
diusut Bawaslu Kabupaten Pamekasan, 
Jawa Timur. Rentetan kasus ini muncul 
ke publik saat dugaan pelanggaran sebe-
lumnya, sebagaimana kegiatan bagi-bagi 
susu oleh Gibran Rakabuming Raka di 
kawasan hari bebas kendaraan bermotor 
di Jakarta saat Desember 2023 (Anggra-
eni, 2024). Rangkaian dugaan pelang-
garan kampanye pemilu dapat memicu 
menurunnya kepercayaan masyarakat 
terhadap pemilu. Ini menyebabkan ke-
khawatiran atas kualitas demokrasi Pe-
milu 2024 yang semakin terhempas dan 
yang parah adalah jangan sampai terjadi 
menjadi tragis meluasnya gugatan bagi 
legitimasi pemilu. 

Berdasarkan perkembangan kampa-
nye di atas, penting kiranya analisis me-
ngenai apa yang melatarbelakangi kon-
teks sosial politik dugaan pelanggaran 
dimaksud. Kemudian belajar dari penga-
laman kampanye Pemilu 2024, apa lang-
kah yang dapat dilakukan guna menga-
tasi keterbatasan penanganan dugaan 
pelanggaran yang terjadi?

Konteks Sosial Politik 
Konteks sosial politik pelanggaran 

pemilu tidak terlepas dari kelemahan 
institusional yang tidak dapat menjaga 
secara berkesinambungan proses pemi-
lu yang ajek dan hasilnya pemilu yang 
harus bersifat tidak pasti. Itu sebabnya, 
kejahatan pemilu (election fraud) tidak 
saja terjadi di negara-negara demokra-
si yang belum matang, tetapi juga bisa 
terjadi secara kasuistik di negara-nega-
ra yang justru dianggap maju. Zibald 
(2009) dengan mengacu antara lain pada 
Acemoglu dan Robison (2008), menga-
takan bahwa ini disebabkan oleh ter-
jadinya “subversi” dari terlampau ada-



Prayudi. PARLIAMENTARY REVIEW, Vol. VI No. 1 (Maret 2024) 1–9 3

nya formalitas penguasaan demokrasi 
yang menyekat politik dari sumber daya 
yang tidak seimbang (Ziblaat, 2009, p. 
3). “Subversi” institusional ini dalam 
pemilu, populer dengan istilah penye-
lenggara pemilu yang sukar independen 
dari kepentingan penguasa. Padahal, 
bagi Indonesia, tegas di Pasal 22E Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (UUD 1945): “(4) Pemilihan 
umum diselenggarakan oleh suatu komi-
si pemilihan umum yang bersifat, nasio-
nal tetap, dan mandiri.” 

Konteks sosial politik dari dugaan 
pelanggaran Pemilu 2024, dapat diurai-
kan lebih lanjut pada soal relasi kuasa 
dan politik dan posisi penyelenggara pe-
milu dengan masyarakat.

a. Relasi Kuasa dan Politik
Secara sarkasme, Bivitri Susanti, 

dari Pusat Studi Hukum & Kebijakan 
(PSHK), menilai, Pemilu 2024 dinilai 
perlu diwaspadai dan dianggap ada indi-
kasi upaya terselubung pemimpin nega-
ra petahana mempertahankan jabatan. 
Selain itu, fenomena pemerintahan yang 
berjalan di bawah Presiden Joko Wido-
do (Jokowi), ironisnya di saat menjelang 
akhir periodenya justru terkesan memu-
puk kekuasaan yang sangat besar sehing-
ga memunculkan potensi kecurangan 
dalam pemilu. Karena itu, masyarakat 
dianggap perlu turun tangan mengawasi 
jalannya pemilu 2024 (Nastiti, 2024). 

Konteks relasi kuasa dan politik se-
jak awal semakin kuat ketika Presiden 
Jokowi yang terkesan berusaha terlibat 
dukungan politik pasangan calon (pas-
lon) pemilu presiden (pilpres) tertentu 
atau dugaan kuat persoalan netralitas-
nya. Keprihatinan relasi politik itu pada 
akhirnya menyentuh dugaan pelang-
garan berat etik dan bahkan konstitu-

si, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) 
dianggap berkompromi guna memung-
kinkan putera sulung Presiden, Gibran 
Rakabuming Raka, maju sebagai calon 
wakil presiden (Lai, 2024). Sinyal kuat 
Presiden Jokowi mendukung paslon 
nomor urut 2, semakin kuat menjelang 
pelaksanaan debat antar-capres yang ke-
dua kalinya, malam hari 7 Januari 2024. 
Tiga hari beruntun Jokowi bersantap 
dengan para ketua umum partai politik 
penyokong paslon Prabowo-Gibran, ya-
itu Airlangga Hartarto (Partai Golkar) 
dan Zulkifli Hasan (PAN) yaitu pada 5 
Januari 2024, 6 Januari 2024, dan siang 7 
Januari 2024. Ini berlanjut dengan ambi-
si incumbent untuk berusaha memenang-
kan paslon Prabowo-Gibran, dalam satu 
putaran. Padahal, pada saat sebelum ta-
hapan kampanye dilakukan, pemantau-
an elektabilitas paslon capres-cawapres 
berbagai hasil survei rata-rata di bawah 
50 persen, yang artinya belum memenu-
hi persyaratan sesuai ketentuan di UU 
Pemilu, yang harus memperoleh lebih 
dari 50 persen dan sedikitnya 20 persen 
suara di setiap provinsi di seluruh Indo-
nesia (Rikang, 2024). Beban ambisi un-
tuk memenangkan satu putaran pilpres 
jelas menebarkan kekhawatiran bagi 
peluang pelanggaran kampanye Pemilu 
2024 yang bisa lebih luas. 

Relasi kuasa dan politik ini tidak 
terlepas dari ketentuan yang diberlaku-
kan pada pejabat negara ketika menjadi 
peserta pemilu dan mengadakan kam-
panye. Belakangan, ramai dibicarakan 
publik mengenai bolehnya presiden 
berkampanye dan memihak dalam pe-
milu. Meskipun hal yang disampaikan 
Presiden Jokowi menjawab pertanyaan 
media itu ada landasannya di UU Pemi-
lu, tetapi dianggap bisa semakin mem-
berikan efek domino yang besar bagi 
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penyelenggaraan pemilu yang jujur dan 
adil (Nastiti, 2024). Di samping itu, ada 
ketentuan lainnya, adalah sebagaima-
na tertuang pada kebijakan pemerintah 
bagi para menterinya yang berkampanye 
tidak perlu mundur, hanya mengajukan 
izin cuti. Kekhawatiran atas penyalah-
gunaan fasilitas negara dalam kampanye 
masih kuat, meskipun Presiden Jokowi 
berjanji tidak menutup kemungkinan 
adanya evaluasi terhadap menteri atau 
pejabat setingkat menteri yang maju se-
bagai kandidat di Pemilu 2024. Evaluasi 
terutama jika kinerja kementerian dan 
pemerintahan menjadi terganggu. 

Ketentuan di atas tidak terlepas dari 
MK yang pada Putusan No. 68/PUU-
XX/2022 di tanggal 31 Oktober 2022 
membatalkan ketentuan dalam UU Pe-
milu yang menyatakan menteri atau 
pejabat negara setingkat menteri harus 
mundur ketika mencalonkan diri seba-
gai capres dan cawapres. Namun, MK 
mengatakan, menteri atau pejabat se-
tingkat menteri itu perlu mendapat per-
setujuan dan izin cuti dari presiden. MK 
mengabulkan permohonan yang diaju-
kan Partai Garuda yang dinilai mempu-
nyai konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) 
UU Pemilu. Pasal itu mengatur, pejabat 
negara yang maju sebagai capres atau 
cawapres harus mengundurkan diri, ke-
cuali presiden, wakil presiden, pimpinan 
dan anggota MPR, pimpinan dan ang-
gota DPR, pimpinan dan anggota DPD, 
gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil 
bupati, walikota, dan wakil walikota. 
Penjelasan Pasal 170 ayat (1) mengatur, 
menteri atau pejabat setingkat mente-
ri masuk kategori pejabat negara yang 
harus mundur. Ketentuan itu dinilai 
diskriminatif sehingga bertentangan de-

ngan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Pu-
tusan MK ini ditindaklanjuti oleh kelu-
arnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengun-
duran Diri dalam Pencalonan Anggota 
DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, 
Presiden, dan Wakil Presiden, Perminta-
an Izin dalam Pencalonan Presiden dan 
Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelak-
sanaan Kampanye Pemilu. PP ini meng-
ubah beberapa ketentuan di PP No. 32 
Tahun 2018, yang antara lain mengatur 
menteri dan pejabat setingkat menteri 
yang dicalonkan sebagai calon presiden 
dan calon wakil presiden tidak harus 
mundur dari jabatannya, permintaan 
persetujuan dan izin dalam pencalonan-
nya, serta tata cara pelaksanaan cuti da-
lam kampanye. 

Setelah keluar Putusan MK dan PP 
di atas, kemudian lahir Peraturan Ko-
misi Pemilihan Umum (PKPU) No. 19 
Tahun 2023 (yang diperbarui kembali 
melalui PKPU No. 23 Tahun 2023 ten-
tang Pencalonan Peserta Pemilu Presi-
den dan Wakil Presiden), yaitu di Pasal 
16-nya, yang memungkinkan baik ba-
kal calon presiden maupun calon wakil 
presiden yang berstatus sebagai mente-
ri tidak perlu mundur dari jabatannya 
selama memperoleh izin dari presiden 
untuk cuti. Sebelumnya, PKPU No. 22 
Tahun 2018 tentang Pencalonan Peser-
ta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
dan diterapkan pada Pilpres 2019, men-
teri atau pejabat setingkat menteri tidak 
termasuk pejabat negara yang dikecuali-
kan. Putusan MK, PP, dan PKPU yang 
ada dalam pencalonan Pemilu 2024, 
memungkinkan relasi kuasa dan politik 
begitu kuat bagi lemahnya pemilu yang 
demokratis.
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b. Posisi Penyelenggara Pemilu 
dan Masyarakat
Posisi penyelenggara pemilu dengan 

segala tugas dan wewenang yang dimi-
likinya di UU pemilu, cenderung tidak 
maksimal menggunakan perangkatnya 
di tingkat operasional. Ini belum lagi 
menghitung internal KPU misalnya, 
yang juga harus menghadapi sanksi ter-
kait etik penyelenggara. Diketahui, keti-
ka 5 Februari 2024, DKPP menyatakan 
ketua dan enam anggota KPU melang-
gar etik terkait tindak lanjut putusan 
MK mengenai syarat pencalonan presi-
den dan wakil presiden. Ketua KPU RI, 
Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi peringat-
an keras terakhir, sedangkan 6 anggota 
KPU lainnya dijatuhi sanksi peringat-
an keras, yaitu M. Afifuddin, Parsadaan 
Harahap, Betty Epsilon Idroos, Yulianto 
Sudrajat, Idham Holik, dan August Mel-
laz. Ini bukan pelanggaran etik pertama 
oleh para komisioner KPU RI 2022-
2027 (“KPU Diminta Lebih”, 2024).

Dalam hal peluang pelanggaran 
kampanye dan penanganannya, KPU 
tidak lagi mengatur sanksi atas pe-
langgaran kampanye yang dilakukan 
peserta Pemilu 2024. Pengaturan san-
ksi diserahkan sepenuhnya kepada 
penegak hukum, yaitu Bawaslu dan 
Sentra Gakkumdu, sesuai peraturan 
perundang-undangan terkait. Hal ini 
berbeda dengan aturan kampanye pada 
Pemilu 2019. PKPU No. 15 Tahun 2023 
tentang Kampanye Pemilu, yang diun-
dangkan pada 17 Juli 2023, tidak men-
cantumkan norma khusus yang meng-
atur tentang sanksi. PKPU yang terdiri 
dari 85 pasal itu terbatas mengatur pe-
laksanaan kampanye, materi kampanye 
pemilu, metode kampanye, pemberitaan 
dan penyiaran, kampanye pemilu oleh 
pejabat negara, larangan kampanye pe-

milu, sosialisasi dan pendidikan politik, 
serta sistem informasi (Basyari, 2023). 
Ketentuan yang longgar demikian jus-
tru berhadapan dengan gerak cepat ma-
sing-masing kandidat justru sebelum ta-
hapan kampanye resmi dimulai dengan 
memanfaatkan masa sosialisasi. 

Kritik juga dilontarkan terhadap Ba-
waslu RI dan Bawaslu di daerah yang ka-
dang kala tidak saling sinkron keputusan 
atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Ini 
sebagaimana pada kasus pembagian susu 
oleh cawapres nomor urut 2, Gibran Ra-
kabuming Raka, di area bebas kendara-
an bermotor (car free day), di Jakarta, 3 
Desember 2023. Bawaslu RI beralasan 
karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya. 
Tetapi, kajian Bawaslu Jakarta Pusat 
menunjukkan, bahwa pembagian susu 
termasuk pelanggaran hukum lainnya 
karena ditemukan kegiatan yang diduga 
terdapat unsur kegiatan untuk kepen-
tingan partai dengan melibatkan tidak 
hanya Gibran sebagai cawapres, tetapi 
sejumlah calon anggota legislatif dari 
partai politik. Hal itu bertentangan de-
ngan Pasal 7 ayat (2) Pergub DKI Jakar-
ta Nomor 12 Tahun 2016 yang melarang 
hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) 
dimanfaatkan untuk kepentingan partai 
politik (Harbowo, 2024). 

Ketidaksinkronan tertentu yang ter-
jadi di internal penyelenggara di Pemilu 
2024, bisa terjadi pula secara eksternal 
antar-institusinya yang diketahui khala-
yak pada pengalaman beberapa pemilu 
selama ini. Ketidaksinkronan eksternal 
demikian, antara lain tergambar pada 
keterbatasan akses Bawaslu pada la-
poran dana kampanye melalui aplikasi 
Sistem Informasi Kampanye dan Dana 
Kampanye (Sikadeka). Padahal, sudah 
ada ketentuan prosedural yang diatur 
dalam Pasal 109 PKPU No. 18 Tahun 
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2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. 
Bahkan, dengan persetujuan tertulis ter-
lebih dahulu dari caleg bersangkutan, ini 
pun tidak menjadi jaminan untuk mem-
peroleh akses laporan itu secara lengkap 
(Sidik, 2024). Artinya, konteks penga-
wasan dalam posisi struktural kelem-
bagaan penyelenggara pemilu, memang 
masih terbatas terhadap penyelenggara-
an dugaan temuan di lapangan. 

Bawaslu mengaku sering kesulitan 
untuk bisa menelusuri setiap dugaan pe-
langgaran pemilu dan tidak mudah bagi 
Bawaslu untuk bisa menelusuri setiap 
laporan yang masuk. Selain itu, ada ke-
kosongan hukum pemilu, karena yang 
menjadi subjek hukum itu hanya tim 
kampanye yang terdata. Sementara yang 
dilaporkan ke Bawaslu itu sering kali bu-
kan tim kampanye tersebut. Kritik terus 
disampaikan, meskipun Bawaslu me-
nyampaikan kinerja penanganan tugas 
dan kewenangannya. Bawaslu menyam-
paikan telah menangani 1.032 dugaan 
pelanggaran hingga 8 Januari 2024. Data 
itu berasal dari 703 laporan dan 329 te-
muan. Dari hasil penanganan, sebanyak 
322 dinyatakan sebagai pelanggaran dan 
sisanya dinyatakan sebagai bukan pe-
langgaran. Data yang diakses pada 27 Ja-
nuari 2024 dari laman sigaplapor.bawas-
lu.go.id menunjukkan ada peningkatan 
laporan dan temuan yang ditangani Ba-
waslu, yaitu sebanyak 926 laporan dan 
431 temuan. Laporan penanganan kam-
panye oleh masyarakat terkait pula de-
ngan pengetahuannya pada jenis-jenis 
larangan kampanye. Pasal 280 UU Pe-
milu disebutkan 10 larangan dalam ber-
kampanye (Pancawati, 2024).

Bawaslu memiliki kewenangan yang 
masih terbatas, terutama ketika pena-
nganan pelanggaran pemilu yang ma-
suk ranah pidana. Sebelum mengambil 

tindakan, Bawaslu harus berkoordinasi 
terlebih dahulu dengan kepolisian dan 
kejaksaan yang tergabung dalam sentra 
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkum-
du), Pada praktiknya, di forum koordi-
nasi ini sering terjadi perbedaan pen-
dapat mengenai definisi pelanggaran 
pemilu (Suswantoro, 2015, p. 79). Di te-
ngah keterbatasan ini, posisi masyarakat 
justru menjadi ironis karena penangan-
an pelanggaran pemilu, sebagaimana di 
tahapan kampanye, seharusnya dapat 
lebih terdeteksi kejadiannya sejak awal. 
Misalnya, terkait politik uang yang se-
cara normatif memang keliru dan me-
langgar hukum pidana pemilu. Namun, 
konteks sosial politik uang atau jual beli 
suara tidak jarang juga dianggap berkah 
dan secara ekonomi justru menguntung-
kan masyarakat (Afifudin, 2020, p. 112). 
Sementara itu di tingkat regulasi, keten-
tuan terkait politik uang di UU Pemilu 
masih ada celah untuk lepas dari jerat 
hukum politik uang. Ini antara lain, di 
Pasal 523 ayat (1) yang mengatur sanksi 
pidana ketika ada pemberian janji atau 
uang atau materi lain kepada peserta 
kampanye, dalam hal ini masyarakat 
luas. Kelemahannya, Pasal 523 ayat (1) 
menggunakan subjek pelaksana peserta, 
dan/atau tim kampanye. Jika dilakukan 
oleh orang di luar subjek itu, akan sulit 
memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 
523 ayat (1) UU Pemilu (Akbar, 2024).

Perlunya Kerja Sama 
Antarpihak Terkait 

Penanganan dugaan pelanggaran 
kampanye pemilu tidak dapat sekadar 
diletakkan pada penyelenggara pemilu, 
baik KPU, Bawaslu, dan DKPP beser-
ta jajarannya, karena perlu kerja sama 
antarpihak terkait. Misalnya, dalam ka-
sus dugaan politik uang, KPU dan Ba-



Prayudi. PARLIAMENTARY REVIEW, Vol. VI No. 1 (Maret 2024) 1–9 7

waslu harus berinisiatif menggandeng 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) untuk melakukan 
koordinasi pengawasan dana kampa-
nye. Kahfi Adlan Hafiz dari Perludem, 
menyarankan, hasil pelacakan PPATK 
harus digarap serius oleh penyelenggara 
pemilu dengan tidak membatasi penga-
wasan pada RKDK saja. Di samping itu, 
KPU dan Bawaslu juga dapat mencatat 
aktivitas kampanye dalam bentuk forum 
tatap muka, pemasangan baliho dan bill-
board, serta iklan kampanye di media so-
sial. Data ini digunakan sebagai alat ve-
rifikasi dan pembanding untuk melihat 
kesesuaian laporan dana kampanye dan 
realitas di lapangan (Hafiz, 2024). Kalau 
terdapat unsur pidana dalam dugaan pe-
langgaran kampanye, maka temuan dan 
laporannya diteruskan pada Kepolisian. 

Perlunya, koordinasi dan kerja sama 
lintas instansi itu, beranjak pada keter-
batasan kewenangan Bawaslu saat duga-
an pelanggaran dana kampanye Pemilu 
2024 disampaikan oleh PPATK. Misal-
nya, ketika pada 19 Desember 2023, Ba-
waslu sudah menyampaikan temuan 
PPATK hanya bisa digunakan sebagai 
informasi awal atau data pembanding 
saat mengawasi laporan penerimaan dan 
pengeluaran dana kampanye. Ketua Ba-
waslu Rahmat Bagja, pernah mengata-
kan, Bawaslu menangani pelanggaran 
berkaitan dengan dana kampanye. 

Terkait transaksi mencurigakan itu, 
pada tahun 2023 ada 3 laporan PPATK 
yang diserahkan kepada Bawaslu, 5 kasus 
diserahkan ke Polri, 9 kasus ke KPK, 1 
kasus ke Kementerian LHK, 4 kasus ke 
Kejaksaan Agung, 6 kasus ke BNN, dan 
11 kasus ke Bawaslu. Bahkan, untuk la-
poran yang diserahkan kepada penegak 
hukum, PPATK menyerahkan laporan 
yang cukup detail. Disarankan agar Ba-

waslu perlu bekerja sama dengan pihak 
lain untuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan (Purnamawati, 2024:3). Pe-
milu 2024 ditandai dugaan pelanggaran 
dana kampanye di sejumlah nama yang 
masuk daftar calon tetap (DCT) Pemilu 
Legislatif, ada yang terkait bisnis perju-
dian (Rp3,1 triliun), penambangan ilegal 
(Rp1,2 triliun), kasus lingkungan hidup 
(Rp264 triliun), penggelapan (Rp238 mi-
liar), dan kasus narkotika (Rp136 miliar) 
(“Tajuk Rencana: Pembajakan”, 2024).

Adapun dalam penanganan duga-
an pelanggaran netralitas aparat, maka 
lembaga pemangku kepentingan terkait 
adalah penting untuk diajak koordina-
si dan kerja sama oleh pihak KPU dan 
Bawaslu. Hal ini jika terkait dengan net-
ralitas ASN, jelas perlu dilakukan ker-
ja sama dengan pihak Komisi Aparatur 
Sipil Negara (KASN) dan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 
Ini dimungkinkan karena pasca-UU No. 
23 Tahun 2023 tentang ASN berlaku, 
KASN dibubarkan, namun eksistensi 
dan fungsi KASN masih berjalan sampai 
diterbitkannya peraturan pelaksanaan 
UU ASN atau paling lama enam bulan 
sampai April 2024 (sesuai ketentuan Pa-
sal 70 ayat (3)) (Undang-Undang tentang 
Aparatur Sipil Negara, 2023). 

Dugaan pelanggaran kampanye Pe-
milu 2024, juga ditandai melalui penggu-
naan instrumen bansos. Majalah Tempo 
edisi 28 Januari 2024, mencatat rangkai-
an kejanggalan bansos. Ini sebagaimana 
langkah Presiden Jokowi membagikan 
bansos di lokasi yang terpasang span-
duk paslon Pilpres 2024, Prabowo-Gib-
ran. Salah satunya di Provinsi Banten. 
Kemudian, langkah Presiden Jokowi 
yang meminta nilai bantuan tunai de-
ngan alasan terjadi El Nino yang dina-
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ikkan menjadi Rp500 ribu per keluarga 
dari semula Rp200 ribu. Di samping itu, 
munculnya isu terkait Menteri Sosial Tri 
Rismaharini disebut-sebut tidak dili-
batkan dalam rapat terbatas pemberian 
bantuan pangan dan bansos yang lain. 
Di samping itu, data pemberian bantuan 
pangan yang tidak lagi mengacu ke Ke-
menterian Sosial, melainkan Pensasaran 
Percepatan Penghapusan Kemiskinan 
Ekstrem atau P3KE di bawah koordi-
nasi Kemenko Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan. Catatan juga diberikan 
atas Menteri Perdagangan Zulkifli Ha-
san dan Menko Perekonomian Airlangga 
Hartarto yang menyebutkan masyarakat 
harus berterima kasih kepada Presiden 
Jokowi untuk bansos yang diterimanya. 
Dari segi waktunya ketika kampanye, 
sejumlah bansos justru dipercepat pe-
laksanaannya yaitu pada awal Januari 
2024 (Rosana, 2024).

Keberadaan media sosial sangat 
membantu partisipasi masyarakat da-
lam memperkuat pengawasan terhadap 
pemilu, termasuk pada tahapan kampa-
nye pemilu. Ruang lingkup pengawasan 
masyarakat yang luas dibutuhkan kare-
na pelanggaran kampanye pemilu juga 
memiliki dimensinya yang luas, tidak 
saja di dalam negeri, tetapi juga di luar 
negeri. Ini sudah terbukti ketika kasus 
yang terjadi antara lain dalam distribu-
si surat suara di Taiwan (Basyari, 2024). 
Keberadaan media sosial juga menun-
jukkan dugaan pelanggaran kampanye 
terjadi secara meluas. Untuk pendidikan 
politik masyarakat dan sekaligus bukan 
menjadi alat pemakzulan kekuasaan, 
maka penting diajukan penggunaan hak 
angket DPR guna menyelidiki dugaan 
pelanggaran yang terjadi ketika di ta-
hapan kampanye Pemilu 2024, Sesuai 
Pasal 79 UU No. 17 Tahun 2014 tentang 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa: 
“Hak angket adalah hak DPR untuk me-
lakukan penyelidikan terhadap pelak-
sanaan suatu undang-undang dan/atau 
kebijakan pemerintah yang berkaitan 
dengan hal penting, strategis, dan ber-
dampak pada kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang diduga 
bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan” (Undang-Undang ten-
tang MPR, DPR, DPD, DPRD, 2014).

Simpulan
Konteks sosial politik dalam ka-

sus-kasus dugaan pelanggaran kampanye 
Pemilu 2024 menunjukkan relasi kuasa 
terhadap politik yang tidak seimbang 
dalam kerja-kerja dan ruang gerak kewe-
nangan dari penyelenggara pemilu ter-
hadap penguasa. Meskipun ketentuan 
bagi pejabat negara, termasuk bagi pre-
siden, menteri, dan para kepala daerah 
dapat memanfaatkan peluangnya ber-
kampanye yang legalitasnya dijamin UU 
Pemilu, ketidakseimbangan relasi kuasa 
terhadap politik membuat jaminan ti-
dak menggunakan fasilitas negara ada-
lah jauh dari pelanggaran. Keterlibatan 
aparat dan penyalahgunaan kekuasaan 
yang terjadi di tahapan kampanye tidak 
terlepas dari kebijakan yang diambil di 
tingkatan pemerintahan, yang di lapang-
an dapat berjalan secara terselubung. 

Untuk sengketa proses penyelengga-
raan kampanye pemilu, penanganannya 
adalah melalui jalur Bawaslu dan kalau 
ada unsur pidana, maka meneruskannya 
kepada Kepolisian RI. Masing-masing 
dugaan pelanggaran kampanye pemilu 
tadi memang dapat bermuara pada seng-
keta proses dan hasil pemilu di MK, te-
tapi melihat skalanya yang sangat luas, 
tampaknya, penyelesaian secara hukum 
saja adalah tidak cukup. Sehingga, dibu-



Prayudi. PARLIAMENTARY REVIEW, Vol. VI No. 1 (Maret 2024) 1–9 9

tuhkan terobosan politik dalam menga-
wasi proses penyelesaian dugaan berba-
gai kasus di tahapan kampanye Pemilu 
2024. Ini sekaligus awal bagi pembenah-
an sistem pemilu yang dapat mencip-
takan kontestasi antarkandidat yang 
menghilangkan praktik politik uang 
dan liberalisasi persaingan politik secara 
ekstrem.

Rekomendasi 
Penanganan dugaan ke arah pelang-

garan di tahapan kampanye Pemilu 2024 
tidak hanya dapat diselesaikan melalui 
jalur penanganannya di penyelenggara, 
tetapi harus melibatkan kelembagaan 
yang lain. Bagi DPR RI penting agar di-
bentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang 
penggunaan hak angket guna menyeli-
diki secara politis dugaan pelanggaran 
di tahapan kampanye Pemilu 2024 yang 
bersifat meluas. Muara dari kerja peng-
gunaan hak angket DPR ini sebaiknya 
diarahkan bagi awal pembenahan kon-
testasi politik pemilu yang lebih adil dan 
sistem pemilu yang kompatibel dengan 
sistem kepartaian.  

Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih 
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Abstrak

Disrupsi ekonomi global dan domestik termasuk pemulihan ekonomi pascapandemi 
dan Pemilu 2024 dipastikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan 
fiskal 2024. Realisasi hal ini diharapkan dapat menjadi landasan yang positif dalam 
implementasi APBN 2024. Namun, pelaksanaan APBN 2024 sebagai APBN 
terakhir pemerintahan Jokowi dan merupakan APBN masa transisi, menghadapi 
tantangan cukup berat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Hal 
ini menimbulkan ketidakpastian pada masa transisi, para pelaku ekonomi masih 
menunggu kebijakan presiden terpilih yang dilantik pada bulan Oktober 2024. 
Tulisan ini bertujuan mendiskusikan rasionalisasi target perekonomian dan 
kebijakan fiskal dalam menghadapi situasi dalam masa transisi yang berdampak 
memperlebar defisit fiskal APBN 2024. Kebijakan tersebut mengharuskan 
dilakukannya rasionalisasi RKP yang telah ditetapkan untuk mencapai target 
ekonomi makro 2024 dan realisasinya perlu menjadi pedoman dalam melaksanakan 
kebijakan pemerintahan. DPR RI pada masa transisi harus tetap menjaga dan 
mengawasi implementasi struktur dan menjaga keseimbangan fiskal APBN 2024 
terutama program-program bantuan sosial, BLT, dan proyek IKN yang menelan 
anggaran besar. Terlebih realisasi APBN 2024 akan menjadi prognosis sebagai 
baseline RAPBN 2025 yang pembahasannya masih menjadi tanggung jawab legislator 
saat ini, walaupun belum membahas program-program secara rinci.

Latar Belakang
Pada awal Januari tahun 2024, Men-

teri Keuangan dalam konferensi pers 
menggambarkan kinerja positif dalam 
implementasi APBN 2023. Dijelaskan 
bahwa di tengah disrupsi lingkungan 
global di sepanjang 2023, baik dari sisi 
rantai pasok, bencana alam, perubahan 

iklim, volatilitas sektor keuangan, serta 
fragmentasi geo-ekonomi, perekonomi-
an Indonesia relatif tangguh. Capaian 
ini menjadi fondasi bagi laju pertumbuh-
an 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati meyakini perekonomian In-
donesia 2023 tumbuh di kisaran 5%. Di-
dukung realisasi berbagai indikator yang 
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lebih baik dari yang diperkirakan sebe-
lumnya. Proyeksi pertumbuhan ekono-
mi tersebut juga sejalan dengan prediksi 
IMF, Bank Dunia, dan konsensus Blo-
omberg (“Kinerja APBN 2023”, 2024).

Dalam realisasi Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Negara (APBN) 2023, 
kinerja APBN 2023 berhasil menyehat-
kan keuangan negara, serta menyehat-
kan perekonomian nasional. Terlebih di 
tengah ketidakpastian dan pelemahan 
ekonomi global, perekonomian Indone-
sia masih cukup resiliensi. Pertumbuhan 
ekonomi di triwulan III/2023 tercatat 
sebesar 4,94% (YoY), atau sampai de-
ngan triwulan III/2023 sebesar 5,05% 
APBN 2023 yang disebut the end of the 
journey, akhir dari perjalanan penuh tan-
tangan semenjak shock pandemi terjadi, 
dapat berjalan dengan baik. Realisasi 
selama empat tahun pengelolaan APBN 
menghadapi turbulensi yang sangat ta-
jam sejak 2020 saat dan pasca-pandemi 
Covid-19. Capaian APBN 2023 meru-
pakan tahun terakhir yang harus diper-
tanggungjawabkan pemerintahan Jo-
kowi. Sementara itu, APBN 2024 yang 
dilaksanakannya dalam waktu kurang 10 
bulan secara de jure menjadi tanggung ja-
wab pemerintahan berikutnya (Hamda-
ni, 2024).

Namun demikian, indikator kinerja 
APBN yang dinilai dari besaran penye-
rapan anggaran belanja dan pelampauan 
target APBN serta keseimbangan primer 
sepintas menunjukkan suatu keberhasil-
an. Sayangnya, prestasi yang dibangga-
kan tersebut hanya menghasilkan kinerja 
APBN secara formal berupa capaian tar-
get APBN belaka, tetapi mengabaikan 
kinerja substansi APBN sesungguhnya, 
yaitu pemerataan pertumbuhan ekono-
mi, pengentasan kemiskinan, dan kese-

jahteraan masyarakat. Faktanya, penca-
iran belanja APBN 2023 yang tertinggi 
selama ini tidak mampu mendongkrak 
pertumbuhan ekonomi sama dengan 
tahun sebelumnya. Sebaliknya, kinerja 
APBN tahun ini ternyata juga menyisa-
kan sisi buram karena realisasi belanja 
APBN melampaui anggaran dan pemba-
yaran melebihi fisik pekerjaan yang ber-
potensi mencederai prestasi yang diraih 
selama ini (“Kontradiksi Klaim”, 2024).

Pada tahun 2024 tentunya Indonesia 
akan menghadapi tantangan yang cukup 
berat dalam merealisasikan target-target 
perekonomian yang telah ditetapkan da-
lam APBN 2024. Hal ini merupakan im-
plikasi ketidakpastian dari perekonomi-
an yang masih relatif besar, misalnya saja 
konflik geopolitik Rusia dan Ukraina 
serta kawasan Timur Tengah yang me-
libatkan Amerika yang belum menemui 
titik terang. Oleh karena itu, kondisi 
tersebut berdampak terhadap keputusan 
ataupun kebijakan perekonomian global 
yang tentunya akan memengaruhi ba-
nyak negara termasuk emerging markets, 
seperti Indonesia.

Di sisi lain, pada tahun ini Indone-
sia juga menghadapi tahun politik selain 
pilpres, pemilihan umum (pemilu) legis-
latif yang berlangsung bulan Februari 
dan pemilihan kepala daerah serentak 
pada bulan Oktober 2024, akan menim-
bulkan ketidakpastian berkaitan dengan 
siapa yang akan terpilih dan bagaimana 
kebijakan visi misi yang dijalankan pre-
siden terpilih. Artinya, ketika ketidak-
pastian tersebut meningkat, maka dari 
sisi investasi umumnya investor akan 
mencari atau menempatkan asetnya 
pada instrumen yang sifatnya safe haven. 
Jika kondisi ketidakpastian itu terjadi, 
hal ini berpotensi menimbulkan pelari-
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an modal dari Indonesia ke negara-nega-
ra emerging markets lainnya. 

Dalam proses perhelatan transisi 
kepimpinan negara dan pemilihan ang-
gota parlemen tentunya membutuhkan 
anggaran yang sangat besar. Kondisi 
tersebut dikhawatirkan akan mengubah 
alokasi anggaran untuk membiayai ber-
bagai tahapan-tahapan kegiatan politik 
tersebut. Dampaknya berpotensi mem-
perlebar defisit anggaran yang kronis di 
satu sisi dan di sisi lain semakin mem-
perbesar utang pemerintah. Hal ini da-
pat menimbulkan beberapa akibat ter-
hadap struktur dan postur APBN. 

Dampak dari defisit fiskal yang kro-
nis dan besarnya utang pemerintah da-
pat menimbulkan beberapa akibat. Per-
tama, fiskal defisit dapat meningkatkan 
rasio utang sehingga dapat meningkat-
kan beban utang dan menurunkan in-
vestasi yang produktif. Kedua, pening-
katan jumlah bond yang dikeluarkan 
untuk menutup fiskal defisit akan men-
ciptakan crowding-out effect, yaitu penu-
runan investasi swasta yang produktif 
sehingga membahayakan kelangsungan 
pertumbuhan ekonomi. Ketiga, defisit 
anggaran pemerintah yang kronis dapat 
mengakibatkan tingginya inflasi (Trac-
let, 2004).

Dengan latar belakang tersebut tu-
lisan ini bertujuan mengkaji bagaimana 
implementasi APBN 2024 menghadapi 
tantangan gejolak ekonomi global dan 
domestik termasuk dinamika Pemilu 
2024. Pemulihan kondisi ekonomi ten-
tunya masih menunggu kepastian terka-
it transisi pergantian presiden sehingga 
pemerintah perlu melakukan rasionali-
sasi target ekonomi dan anggaran. Ber-
dasarkan situasi tersebut tentunya para 
Anggota DPR RI memiliki kepentingan 

dalam menghadapi tantangan tersebut, 
karena masih berperan dalam pemba-
hasan RAPBN 2025.

Rasionalisasi Target Ekonomi 
Sepanjang 2023 berlanjut ke tahun 

2024 menjadi tahun yang penuh tan-
tangan bagi perekonomian global ter-
utama dipicu oleh konflik geopolitik, 
yaitu perang Rusia dan Ukraina serta 
konflik di Timur Tengah yang semakin 
meluas antara Israel dan Hamas yang 
menyeret negara Amerika dan Inggris. 
Kondisi ini mengganggu ketersediaan 
barang akibat gangguan produksi dan 
logistik yang berdampak kenaikan har-
ga. Pada sisi lain, dampak El Nino yang 
berkepanjangan juga menambah ter-
ganggunya sisi suplai dan produktivitas 
komoditas pangan sehingga menimbul-
kan tekanan terhadap inflasi.

Stabilisasi pertumbuhan ekonomi 
dewasa ini menghadapi aneka persoal-
an, baik dari internal maupun eksternal. 
Tiga pemantik utama laju produk do-
mestik bruto (PDB) juga penuh dengan 
tantangan sehingga menjadi pengham-
bat kegiatan ekonomi, yakni konsum-
si, investasi, dan perdagangan. Dari sisi 
konsumsi, ekspektasi masyarakat me-
ngenai kondisi ekonomi dalam enam 
bulan ke depan menurun sejalan dengan 
adanya agenda transisi kepemimpinan 
nasional melalui pilpres. 

Berdasarkan publikasi World Bank 
dalam Global Economic Prospects January 
2024, diproyeksikan adanya penurunan 
laju ekonomi sejumlah negara strategis 
seperti Amerika Serikat dan China (li-
hat Tabel 1). Demikian pula dengan In-
donesia, yang pada tahun ini diestimasi 
hanya mampu tumbuh sebesar 4,9%. 
Besarnya ketergantungan Indonesia ter-
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hadap sumber daya alam menjadi bu-
merang tatkala terjadi pelemahan harga 
komoditas. Memang, angka itu tidak 
berubah dibandingkan dengan proyeksi 
World Bank sebelumnya. Namun, ang-
ka 4,9% jauh di bawah target anggaran 
APBN 2024 sebesar 5,2% dan proyeksi 
sejumlah lembaga internasional lainnya 
(Arief, 2024c).

Tabel 1. Proyeksi Pertumbuhan 
Ekonomi Indonesia, Tahun 2024

Lembaga
Persen-

tase 
(%)

Periode Laporan

IMF
World Bank
UNCTAD
ADB
OECD
Pemerintah

5,0
4,9
4,1
5,0
5,2
5,2

Oktober 2023
Januari 2024
September 2023
Desember 2023
Desember 2023
APBN 2024

Sumber: Global Economic Prospects World Bank 
January 2024, APBN 2024, Pemutakhiran 
RKP 2024, diolah.

Terakhir fenomena risiko penurun-
an ekonomi beserta dampaknya telah 
dipotret juga World Economic Forum 
(WEF) melalui The Global Risks Report 
2024. Laporan menyebutkan bahwa eco-
nomic downturn masuk sepuluh besar ri-
siko global yang akan berdampak pada 
peningkatan ketidakpastian dalam dua 
tahun ke depan. Salah satu pemicu yang 
menurunkan kinerja ekonomi global 
saat ini yaitu gejolak perekonomian di 
dua raksasa ekonomi dunia yang sedang 
mengalami masa transisi pasca-pandemi 
yaitu Amerika Serikat dan China (Satur-
wa, 2024).

Pada awalnya, dari hasil pemba-
hasan pemerintah bersama parlemen 
menetapkan asumsi pertumbuhan eko-
nomi Indonesia sebesar 5,2% di dalam 
APBN 2024. Sementara Bank Indone-

sia (BI) memperkirakan pada rentang 
4,7%–5,5%. Angka perkiraan ini cukup 
realistis jika mempertimbangkan prog-
nosis capaian pertumbuhan ekonomi di 
2023 yang berkisar 4,5%–5,3% (versi BI) 
atau 4,7%–5,1% versi konsensus ekonom 
Bloomberg. Center of Reform on Econo-
mic (CORE) Indonesia memperkirakan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia akan 
sedikit melambat di kisaran 4,9%–5% 
pada 2024. Ada beberapa faktor yang 
berpotensi menahan laju pertumbuh-
an tersebut. Dari sisi eksternal, mele-
mahnya pertumbuhan ekonomi China 
sebagai mitra dagang utama Indonesia, 
secara signifikan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kon-
disi ini merupakan dampak yang diper-
kirakan dari krisis properti (Purwowi-
dhu, 2024b).

Sementara dari sisi domestik, kon-
sumsi rumah tangga diperkirakan relatif 
stabil, namun cenderung melemah mar-
jinal. Hal ini salah satunya disebabkan 
potensi menurunnya upah riil kelompok 
menengah akibat pelemahan aktivitas 
ekonomi di sektor-sektor yang banyak 
menyerap tenaga kerja seperti manufak-
tur, pertanian, dan perdagangan sebagai 
imbas penurunan dan pelemahan per-
mintaan dari negara mitra dagang utama 
yaitu China. Sementara itu, pengeluaran 
terkait pesta demokrasi diperkirakan 
akan memberikan dampak sesaat terha-
dap konsumsi domestik yang diprediksi 
berkontribusi sebesar Rp294,5 triliun 
terhadap PDB (Purwowidhu, 2024a).

Perkembangan kondisi ekonomi 
eksternal dan domestik yang sangat 
fluktuatif, tentunya menjadi faktor uta-
ma yang akan membentuk dinamika 
ekonomi global dalam jangka pendek 
sampai menengah. Pemerintah menga-
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takan tetap menjaga kesehatan fiskal 
untuk mendukung pertumbuhan ekono-
mi sebesar 5,2% di tahun 2024.

Dinamika ketidakpastian ekonomi 
global dan imbasnya terhadap pereko-
nomian nasional memaksa pemerintah 
untuk melakukan rasionalisasi. Rasio-
nalisasi itu tertuang dalam Perpres No. 
84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 
yang diundangkan pada 29 Desember 
2023. Ada beberapa rasionalisasi yang di-
lakukan pemangku kebijakan, terutama 
dalam konteks sasaran ekonomi makro 
pada tahun ini (Tabel 2).

Rasionalisasi juga disusun dalam 
konteks investasi seiring dengan masif-
nya perbaikan ekosistem penanaman 
modal oleh pemerintah dalam bebera-
pa tahun terakhir. Secara khusus, peru-
bahan target dilakukan atas investasi di 
sektor industri pengolahan dalam rang-
ka mencegah deindustrialisasi, yakni 
penggerusan porsi manufaktur terhadap 

PDB. Penerimaan perpajakan atau rasio 
pajak (tax ratio) dalam RKP 2024, mi-
salnya, awalnya ditargetkan 10%–10,2% 
terhadap PDB, dirasionalisasi menjadi 
10,1%. Demikian pula dengan defisit fis-
kal dari sebelumnya 2,2%–2,6% terha-
dap PDB menjadi 2,3% terhadap PDB. 
Di sisi lain, rasio utang tidak mengalami 
perubahan target. Investasi penanam-
an modal asing (PMA) dan penanaman 
modal dalam negeri (PMDN) di sektor 
manufaktur diperkirakan Rp662,7 tri-
liun–Rp731,1 triliun. Adapun dalam pe-
mutakhiran RKP 2024 target investasi 
di sektor industri pengolahan dinaikkan 
yakni menjadi Rp662,7 triliun–Rp754,1 
triliun yang dapat dilihat dalam Tabel 2 
(Arief, 2024b).

Angka di atas merupakan target 
yang sangat ambisius untuk mencipta-
kan industrialisasi dalam negeri meng-
ingat belakangan porsi manufaktur ke 
PDB terus menyusut. Pemerintah pun 
tidak memungkiri target investasi ma-

Tabel 2. Rasionalisasi Target Ekonomi Makro, Tahun 2024

Uraian RKP 2024 Pemutakhiran RKP 
2024

Pertumbuhan PDB (%)
Inflasi (%)
Cadangan devisa (US$ Miliar)
Neraca transaksi berjalan (% PDB)
Penerimaan perpajakan (% PDB)
Keseimbangan primer (% PDB)
Surplus/defisit APBN (% PDB)
Utang pemerintah (% PDB)
Pertumbuhan investasi (%)
Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)
Realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)
Tingkat pengangguran terbuka (%)
Tingkat kemiskinan (%)
Rasio gini
Indeks pembangunan manusia (IPM)
Penurunan emisi GRK (%)
Nilai tukar petani (NTP)
Nilai tukar nelayan (NTN)

5,3–5,7
1,5–3,5

149,1–150,2
0,5–0,4

10,0–10,2
0,0–(0,4)
(2,2)–(2,6)
38,1–39,0
6,2–7,0

1.450–1.650
662,7–731,1

5,0–5,7
6,5–7,5

0,374–0,377
73,99–74,02

27,27
105–108
107–110

5,3–5,7
1,5–3,5

149,1–150,2
0,5–0,4

10,1
0,0–(0,1)

(2,3)
38,1–39,0
6,2–7,0

1.450–1.650
662,7–754,1

5,0–5,7
6,5–7,5

0,374–0,377
73,99–74,02

27,27
105–108
107–110

Sumber: Kementerian Keuangan, Bappenas/Kementerian PPN, PP No. 84 Tahun 2023.
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nufaktur cukup sulit untuk diakselerasi, 
juga terhadap kontribusinya untuk per-
tumbuhan ekonomi. Kondisi itu dise-
babkan di sektor industri menghadapi 
beberapa tantangan. Pertama, pertum-
buhan industri pengolahan yang belum 
mengarah pada perbaikan produktivitas 
dan nilai tambah tinggi. Kedua, produk-
tivitas tenaga kerja yang belum tinggi 
dan belum terakselerasi karena kurang-
nya perlindungan terhadap pekerja dan 
insentif pada kesejahteraan pekerja. 
Ketiga, faktor eksternal yang menca-
kup perlambatan perekonomian global, 
dan risiko inflasi berpotensi memenga-
ruhi permintaan. Keempat, lambatnya 
penyelesaian hambatan regulasi terkait 
perizinan (Kamalina & Elena, 2024).

Tantangan Pengelolaan Fiskal 
Masa Transisi 

Kondisi ekonomi dalam negeri yang 
sangat tergantung terhadap permintaan 
domestik, memegang peran penting me-
nyokong pertumbuhan ekonomi domes-
tik saat terjadinya penurunan kinerja 
ekspor. Apalagi normalisasi harga komo-
ditas turut menyebabkan ekspor dalam 
tren terkontraksi. Normalisasi penuh 
mobilitas dan daya beli yang terjaga 
tinggi dengan inflasi lebih rendah menu-
rut BI berkisar 2,5%–3,5% akan mendo-
rong lonjakan belanja masyarakat. Na-
mun, kondisi ini akan sangat tergantung 
situasi perekonomian di indonesia.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 
2024 juga akan ditopang oleh aktivitas 
dengan meningkatnya pengeluaran un-
tuk kegiatan pemilu, yang diperkirakan 
akan mendorong lonjakan sisi konsum-
si masyarakat. Dorongan konsumsi dari 
aktivitas lembaga non-pemerintah ter-
kait rumah tangga (LNPRT) melonjak 
drastis di masa kampanye pemilu sejak 

kuartal keempat tahun 2023 hingga No-
vember 2024. Tetapi, kedua konsumsi 
tersebut tidak memiliki kontribusi yang 
besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Namun, dalam masa transisi peralihan 
kepemimpinan, perkiraan pertumbuhan 
ekonomi agak bergeser ke bawah alias 
menurun pada kisaran 4,5%–4,8% lan-
taran tekanan eksternal berupa risiko 
geopolitik yang masih tinggi dipicu es-
kalasi perang di Ukraina dan konflik di 
Timur Tengah yang yang semakin me-
luas dengan keterlibatan Amerika dan 
Inggris. Demikian pula potensi risiko 
ketidakstabilan politik di dalam negeri 
terkait pemilu, pilpres, dan pemilihan 
kepala daerah pada bulan Oktober ta-
hun 2024 (Elena & Arief, 2024).

Bersamaan dengan hal tersebut, pe-
merintah melalui APBN menjelang Pe-
milu 2024 melakukan berbagai perubah-
an kebijakan fiskal, di mana pemerintah 
gencar meningkatkan belanja untuk me-
nyalurkan bantuan sosial (bansos) kepa-
da masyarakat. Anggaran yang dikeluar-
kan pemerintah tahun ini hampir sama 
dengan awal pandemi Covid-19 pada 
2020. Pada 2024, pemerintah menga-
lokasikan Rp496,8 triliun untuk per-
lindungan sosial (perlinsos), naik 13,1% 
dibanding tahun 2023 sebesar Rp439,1 
triliun. Sementara pada 2021 dan 2022, 
pemerintah mengucurkan Rp468 triliun 
dan Rp460,6 triliun. Alokasi tersebut 
turun dibandingkan awal masa pande-
mi Covid-19 pada 2020 sebesar Rp498 
triliun. Perlu dipahami juga bahwa selu-
ruh program bansos pemerintah sudah 
tercantum dalam APBN 2024 dengan 
melibatkan lembaga legislatif atau De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Na-
mun, dari penjelasan Kepala Badan Ke-
bijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 
Febrio Kacaribu, ada perubahan ang-
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garan untuk penyaluran bansos. Peme-
rintah dalam hal ini masih akan menca-
ri anggaran untuk membiayai program 
BLT mitigasi risiko pangan sebesar 
Rp200.000 per bulan. BLT pangan ini 
akan diberikan pada Januari hingga Ma-
ret 2024. Namun, pencairan BLT untuk 
tiga bulan bakal diberikan sekaligus se-
besar Rp600.000 pada Februari (Theo-
dora, 2024).

Pos anggaran besar lainnya, seper-
ti infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun 
dan anggaran hukum dan hankam se-
besar Rp331,9 triliun merupakan ang-
garan untuk penguatan ketertiban dan 
keamanan pada Pemilu 2024, dukungan 
pengaman IKN, dan pelaksanaan kegi-
atan operasional hukum dan hankam. 
Memang pos pendidikan masih mendu-
duki belanja tertinggi pemerintah, yakni 
mencapai Rp665 triliun (“Kenaikan Be-
ban Negara”, 2024).

Sepertinya kondisi seperti ini sudah 
menjadi tradisi, di mana kebijakan fis-
kal dan tahun politik sering kali berka-
itan erat satu sama lain. Nordhaus (1975) 
menyebutkan dalam siklus bisnis politik 
(political business cycles), dengan menggu-
nakan instrumen kebijakan kontrol eko-
nomi, seperti instrumen fiskal, pemerin-
tah dapat melakukan strategi ekonomi 
dan anggaran untuk mendapatkan keun-
tungan pemilihan atau elektoral (Nord-
haus, 1975, p. 169–190).

Dengan demikian, kebijakan fiskal 
tersebut menjadi beban belanja negara 
pada tahun ini, berpotensi membengkak 
karena adanya agenda politik 5 tahun-
an yang mendorong seluruh pemangku 
kebijakan untuk mengucurkan program 
bansos besar-besaran. Terlebih, tidak se-
dikit pejabat negara kembali maju dalam 
kontestasi pemilihan anggota legislatif. 
Belanja inilah yang kemudian patut di-

cermati pada tahun politik yang me-
nyebabkan banyak pengeluaran untuk 
konsumsi demi merebut efek elektoral. 
Implikasi lain risiko pelebaran defisit 
makin melebar adalah seiring dengan 
kuatnya prospek menanjaknya harga mi-
nyak yang bakal mengangkat pula aloka-
si subsidi. Bank Dunia dalam Commodity 
Markets Outlook 2023, menuliskan bebe-
rapa skenario dampak harga komoditas 
akibat konflik di Timur Tengah tersebut 
(Arief, 2024a).

Untuk saat ini, mitigasi risiko pada 
masa transisi kepemimpinan memang 
perlu disiapkan pada belanja anggaran 
perlindungan sosial yang memang sa-
ngat sensitif terhadap pergerakan harga 
minyak dan komoditi bahan pokok di 
pasar dunia. Perlu dicermati kebijakan 
yang digulirkan perlu dilengkapi dengan 
analisis perihal kemampuan fiskal da-
lam APBN 2024 yang menjadi prognosis 
RAPBN 2025. Badan Anggaran DPR RI 
menyoroti terkait penyaluran bansos je-
lang Pemilu 2024. Kebijakan bansos dan 
BLT untuk menjaga daya beli masyara-
kat, khususnya kelompok rentan, dirasa-
kan sarat kepentingan.

Kebijakan fiskal yang populis dan 
cenderung memprioritaskan keuntung-
an jangka pendek dan manfaat langsung 
untuk publik tidak memikirkan secara 
detail bagaimana dampak kebijakan ter-
sebut terhadap stabilitas ekonomi jang-
ka panjang. Implementasi kebijakan se-
perti pemotongan pajak yang signifikan 
atau pengeluaran sosial yang luas tanpa 
mekanisme pendanaan yang jelas dapat 
menyebabkan tantangan keuangan di 
masa mendatang. Kondisi ini kemudian 
rentan menyebabkan kondisi yang dise-
but ilusi fiskal, di mana pemilih atau ca-
lon pemilih kemudian hanya fokus pada 
program pengeluaran (belanja), tetapi 
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mengabaikan biaya (masa depan) dalam 
bentuk pajak atau utang yang bisa mun-
cul dari program tersebut (Alesina & Pe-
rotti, 1995).

Rasionalisasi kebijakan baik di sek-
tor keuangan, moneter, maupun fiskal 
yang sebelumnya longgar harus dikelola 
lebih prudent dan ketat, terutama untuk 
membiayai bansos dan BLT. Mengha-
dapi perekonomian Indonesia di masa 
transisi tahun 2024 dan 2025, dokumen 
KEM-PPKF 2024 (pemutakhiran) me-
netapkan proyeksi asumsi makro tahun 
2025 untuk pertumbuhan ekonomi ada-
lah 5,5–6,0%, inflasi 1,5–3,5%, nilai tukar 
rupiah Rp14.900 hingga Rp15.300. Ke-
mudian, tingkat suku bunga surat ber-
harga negara (SBN) 10 tahun 6,3–7,5%, 
harga minyak mentah US$70–US$90 
per barel, lifting minyak mentah 606–
684 ribu barel per hari, serta lifting gas 
bumi 1,06–1,15 juta barel setara minyak 
per hari dan defisit 2,13–2,45% PDB 
(“Menkeu Sampaikan Draft”, 2024). Un-
tuk mencapai target tersebut tentunya 
dibutuhkan kesiapan yang matang oleh 
pengelola keuangan negara. Kebijak-
an fiskal dan APBN tetap harus mam-
pu bertahan terhadap tekanan defisit 
anggaran, implikasi pembiayaan bansos 
dan BLT. Untuk itu, dalam masa tran-
sisi, kebijakan fiskal harus dijaga secara 
hati-hati atau prudent, akuntabel, serta 
disiplin agar tetap sehat, kredibel, dan 
berkelanjutan (sustainable). 

Simpulan 
Pencapaian pertumbuhan ekonomi 

dan pelaksanaan anggaran pada tahun 
2024 memiliki tantangan baik sebagai 
akibat dinamika ketidakpastian pereko-
nomian dunia dan domestik yang berpe-
ngaruh pada target-target perekonomi-
an yang telah ditetapkan dalam APBN 

2024. Rasionalisasi RKP yang telah dite-
tapkan untuk mencapai target ekonomi 
makro 2024 perlu menjadi pedoman dan 
prognosis baseline RAPBN 2025 dalam 
melaksanakan kebijakan pemerintahan 
yang baru di bulan Oktober 2024.

Dalam konteks kebijakan fiskal, 
APBN tentunya diharapkan perlu terus 
dioptimalkan sebagai instrumen andal-
an untuk menjawab berbagai tantangan 
yang dihadapi perekonomian Indone-
sia. Pemerintah harus hati-hati dalam 
mengalokasikan anggaran belanjanya 
salah satunya dalam menyikapi sangat 
tingginya pasokan impor beras dan har-
ga tetap tinggi. Anggaran pemerintah 
peruntukkan program bansos dan BLT 
yang membengkak naik sebesar 13,1% 
harus mendapat perhatian guna menjaga 
kestabilan ekonomi, sosial, dan politik 
nasional.

Rekomendasi
DPR RI perlu mencermati kebijak-

an yang digulirkan sesuai dengan anali-
sis kemampuan fiskal negara dan keber-
lanjutannya agar struktur APBN tetap 
terjaga. Untuk itu DPR RI yang masih 
menjabat harus tetap mengawasi pelak-
sanaan, mengelaborasi, dan mengkritisi 
terkait dengan kebijakan pendanaan be-
lanja untuk bansos dan BLT yang disam-
paikan oleh pemerintah.

DPR RI dalam hal ini komisi terkait 
dan Badan Anggaran harus mengingat-
kan bahwa kebijakan dan penganggaran 
merupakan keputusan bersama DPR RI 
dan pemerintah. DPR RI perlu tetap 
mengawasi pelaksanaannya mengingat 
APBN 2024 merupakan APBN transisi 
dan sekaligus menjadi landasan dalam 
penetapan kerangka ekonomi makro 
dan baseline kebijakan fiskal RAPBN 
2025. Komisi XI dan Badan Anggaran 
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DPR RI juga perlu menyarankan agar 
kebijakan fiskal dan defisit anggaran 
disusun lebih realistis sehingga berada 
dalam kemampuan rasional pemerintah 
dengan mengkaji program populis yang 
ambisius. Bahkan, Komisi XI dan Badan 
Anggaran DPR RI perlu meminta agar 
perancangan APBN kali ini semakin di-
pertajam, agar APBN mampu menjawab 
berbagai masalah struktural maupun 
fundamental.
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Abstrak

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsekuensi dari otonomi daerah. 
Desentralisasi dapat berjalan optimal apabila daerah otonom memiliki kemampuan 
finansial yang memadai/kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan salah satu 
tolok ukur keberhasilan otonomi daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tolok 
ukur kemandirian fiskal daerah dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(UU HKPD) dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah (pemda) 
di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya indeks 
kemandirian fiskal dan kapasitas fiskal pemda. Selain itu, pemerataan kesejahteraan 
masyarakat antardaerah juga masih sangat rendah. Ketimpangan ini terjadi baik di 
tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan dalam UU HKPD 
belum cukup efektif untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dikarenakan 
adanya penyesuaian beberapa tarif PDRD yang berpotensi menimbulkan beban 
ekonomi bagi pengusaha maupun masyarakat. Tulisan ini merekomendasikan 
peningkatan edukasi dan pembinaan kepada pemda, penetapan tarif pajak, dan 
opsen oleh pemda yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Selain 
itu, Komisi XI DPR RI perlu memastikan pelaksanaan berbagai upaya tersebut 
mengawasi pembentukan peraturan daerah terkait dan pelaksanaan UU HKPD agar 
dapat berdampak positif pada kemandirian fiskal daerah.

Latar Belakang
Desentralisasi fiskal merupakan 

salah satu konsekuensi dari otonomi 

daerah yang telah lebih 20 tahun dilak-
sanakan di Indonesia. Kebijakan desen-
tralisasi fiskal diarahkan untuk menjadi 
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instrumen dalam mencapai tujuan ber-
negara, yaitu masyarakat adil dan mak-
mur secara merata di seluruh pelosok 
nusantara. Sebagai suatu instrumen fis-
kal, kebijakan desentralisasi fiskal men-
jadi tools pendanaan dalam penyelengga-
raan fungsi dan kewenangan yang sudah 
diserahkan kepada pemerintah daerah 
(pemda), dengan tetap menjaga kesela-
rasan dan kesinambungan fiskal nasio-
nal. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan 
ke daerah pun disusun dengan memper-
timbangkan aspek yang memungkinkan 
daerah memiliki diskresi dan tanggung 
jawab untuk menentukan prioritas da-
lam mengelola keuangannya secara di-
siplin, efisien, produktif, dan akuntabel. 
Permasalahannya, selama ini desentrali-
sasi fiskal belum mampu meningkatkan 
pelayanan publik dan pemerataan kese-
jahteraan masyarakat di daerah (Pasari-
bu, 2022). 

Hasil perhitungan Indeks Kemandi-
rian Fiskal (IKF) yang dilakukan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indo-
nesia (BPK RI) menunjukkan adanya 
kesenjangan kemandirian fiskal antar-
daerah yang sangat tinggi dan sebagian 
besar pemda belum mandiri. Angka IKF 
Tahun Anggaran (TA) 2019 memperli-
hatkan perbedaan indeks yang sangat 
mencolok antara Provinsi DKI Jakarta, 
dengan indeks yang tertinggi, sebesar 
0,7107 dengan Provinsi Papua Barat, 
dengan indeks yang terendah, senilai 
0,0427. Artinya, belanja daerah Provinsi 
DKI Jakarta sebesar 71,07% dapat dibi-
ayai oleh pendapatan asli daerah (PAD), 
sedangkan belanja Provinsi Papua Barat 
hanya sebesar 4,27% yang dapat dibia-
yai oleh PAD. Kesenjangan kemandiri-
an fiskal juga terjadi di level kabupaten/
kota di Indonesia. Dari data diketahui, 
Kabupaten Badung di Bali dengan nilai 

indeks 0,8347 dapat membiayai 83,47% 
belanja daerah dari PAD. Kabupaten 
Deiyai di Papua dengan nilai indeks 
0,0031, artinya PAD di kabupaten terse-
but hanya dapat membiayai 0,31% dari 
belanja daerah. Angka ini tidak banyak 
berubah di tahun 2020, di mana 443 
dari 503 (88,07%) pemda (provinsi dan 
kabupaten/kota) masuk dalam kategori 
belum mandiri (Badan Pemeriksa Keu-
angan Republik Indonesia, 2020; Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indone-
sia, 2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani In-
drawati mengungkapkan Undang-Un-
dang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hu-
bungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 
HKPD) akan memiliki dampak positif 
terhadap PAD melalui mandat simplifi-
kasi jenis pajak daerah dan retribusi da-
erah (PDRD), yang berpotensi mening-
katkan PAD hingga 50%. UU HKPD 
di antaranya mengatur kenaikan dana 
bagi hasil (DBH) untuk pajak bumi dan 
bangunan (PBB) dari sebelumnya 90% 
menjadi 100%, sepenuhnya bagi pemda. 
Kemudian DBH cukai hasil tembakau 
(CHT) atau rokok naik dari 2% menjadi 
3%. UU HKPD juga mengatur bagi hasil 
DBH sumber daya alam (SDA) kepada 
daerah pengolah dan daerah yang berba-
tasan langsung dengan penghasil, bahkan 
jika berada di provinsi berbeda. Sebe-
lumnya, DBH hanya diberikan kepada 
daerah pengolah dan daerah berbatasan 
di provinsi yang sama, menyebabkan be-
berapa daerah tidak memperoleh penda-
patan meskipun lokasi usaha berada de-
kat dengan wilayahnya (Hidranto, 2021).

Dari pembahasan di atas terlihat 
bahwa otonomi daerah selama ini belum 
mampu menciptakan kemandirian fiskal 
daerah sebagaimana yang diharapkan. 
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Untuk itu salah satu upaya yang dilaku-
kan pemerintah untuk mendorong ke-
mandirian fiskal daerah adalah melalui 
pembentukan UU HKPD. Artikel ini 
akan membahas tolok ukur kemandirian 
fiskal daerah dan efektivitas UU HKPD 
dalam mendorong peningkatan keman-
dirian fiskal daerah.

Otonomi Daerah, 
Desentralisasi Fiskal, dan 
Kemandirian Fiskal Daerah 

Otonomi daerah merupakan ama-
nat Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B 
konstitusi. Desentralisasi fiskal merupa-
kan amanat Pasal 18A ayat (2) konstitusi 
yang menyatakan, hubungan keuang-
an, pelayanan umum, serta pemanfaat-
an sumber daya alam dan sumber daya 
lainnya antara pemerintah dan pemda 
diatur dan dilaksanakan secara adil dan 
selaras berdasarkan UU. 

Salah satu konsekuensi dari otono-
mi daerah adalah pemda mempunyai 
tanggung jawab yang lebih besar dalam 
memberikan pelayanan kepada masyara-
kat setempat dan dalam melaksanakan 
pembangunan daerah. Oleh karena itu, 
otonomi daerah harus didukung dengan 
peningkatan kemampuan fiskal daerah 
(Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia, 2020). Kemandirian fiskal 
merupakan kemampuan pemda dalam 
membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 
pembangunan, dan pelayanan kepada 
masyarakat yang telah membayar pajak 
dan retribusi sebagai sumber pendapatan 
yang diperlukan daerah (Halim, 2008). 

Desentralisasi dapat berjalan opti-
mal apabila daerah otonom memiliki 
kemampuan finansial yang memadai. 
Kemampuan finansial yang memadai da-
erah atau yang sering disebut dengan ke-
mandirian fiskal merupakan tolok ukur 

keberhasilan dalam pelaksanaan otono-
mi di daerahnya. Desentralisasi fiskal 
akan memperluas kewenangan daerah 
dalam melakukan pemungutan pajak 
daerah dan retribusi daerah sebagai ba-
gian dari PAD. Sumber pendapatan dae-
rah dalam APBD terdiri dari PAD, dana 
perimbangan, pinjaman daerah, dan 
lain-lain pendapatan daerah. Dari keem-
pat jenis pendapatan daerah tersebut, 
hanya PAD yang berada di dalam kenda-
li pemda. Oleh karena itu, pemda perlu 
mengoptimalkan PAD agar kemampuan 
fiskal daerah meningkat.

Kemandirian fiskal merupakan indi-
kator utama dalam mengukur kemam-
puan pemda untuk membiayai sendiri 
kegiatan pemerintahan daerah, tanpa 
tergantung bantuan dari luar, termasuk 
dari pemerintah pusat. BPK RI telah 
melakukan reviu terhadap kemandirian 
fiskal daerah di Indonesia dengan meng-
gunakan fiscal autonomy index (FAI) atau 
tingkat IKF yang dikembangkan oleh 
Hunter (1977) (Badan Pemeriksa Keu-
angan Republik Indonesia, 2020). Kare-
na dikembangkan di negara yang tingkat 
desentralisasi fiskalnya tinggi, Indeks 
Hunter dapat menghasilkan indeks yang 
bernilai negatif bila diterapkan pada da-
erah dengan tingkat desentralisasi yang 
kurang tinggi. Indeks Hunter dapat ber-
nilai negatif apabila total pendapatan 
non-PAD lebih tinggi dari total belanja. 
Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa 
peneliti menggunakan total pendapat-
an sebagai proksi untuk belanja daerah 
(Sampurna, 2018), demikian juga dengan 
BPK RI.

BPK RI mengategorikan kemandi-
rian fiskal pemda ke dalam empat kate-
gori, yakni belum mandiri, menuju ke-
mandirian, mandiri, dan sangat mandiri. 
Hasil reviu BPK menunjukkan bahwa 
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kesenjangan kemandirian fiskal antar-
daerah sangat tinggi, di mana sebagian 
besar daerah belum mandiri. Ringkasan 
tingkat kemandirian fiskal pemda di In-
donesia dapat dilihat pada Tabel 1. Pada 
tabel tersebut terlihat bahwa sebagian 
besar pemda belum mandiri. Jumlah pe-
merintah provinsi yang belum mandiri 
relatif stagnan dari sebanyak 10 provinsi 
pada TA 2018 turun menjadi 8 provinsi 
pada TA 2019, dan kembali berjumlah 
10 provinsi pada TA 2020. Adapun jum-
lah pemerintah kabupaten/kota yang 
belum mandiri sebanyak 92,72% pada 
TA 2018 turun menjadi 90,16% pada TA 
2019 dan 88,07% pada TA 2020 (Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indone-
sia, 2021). 

Kementerian Keuangan dalam PMK 
Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta 
Kapasitas Fiskal Daerah telah meme-
takan kapasitas fiskal daerah berdasar-
kan kemampuan daerah masing-masing. 
Hal ini diperoleh dari pendapatan dae-
rah dikurangi dengan pendapatan yang 
penggunaannya sudah ditentukan dalam 
belanja tertentu. Peta kapasitas fiskal 
daerah adalah gambaran dari kemampu-
an keuangan daerah yang dikelompok-
kan berdasarkan indeks kapasitas fiskal 
daerah. Kapasitas fiskal daerah dalam 
PMK ini dikelompokkan ke dalam lima 
kategori yakni: sangat rendah, rendah, 
sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ber-
dasarkan hasil penghitungan kapasitas 

Tabel 1. Ringkasan Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi 

Kategori
2018 2019 2020

Jumlah Persen-
tase (%) Jumlah Persen-

tase (%) Jumlah Persen-
tase (%)

Pemerintah provinsi
Sangat mandiri (1,00 < IKF > 0,75)
Mandiri (0,5 < IKF > 0,75)
Menuju kemandirian (0,25 < IKF > 0,50)
Belum mandiri (IKF > 0,25)
Total entitas

-
8

16
10
34

-
23,53

47,06
29,41

100,00

-
8

18
8

34

-
23,53

52,94
23,53

100,00

-
7

16
10
33

-
21,21

48,48
30,30

100,00

Pemerintah kabupaten/kota
Sangat mandiri (1,00 < IKF > 0,75)
Mandiri (0,5 < IKF > 0,75)
Menuju kemandirian (0,25 < IKF > 0,50)
Belum mandiri (IKF > 0,25)
Total entitas

1
2

34
471

508

0,20
0,39
6,69

92,72
100,00

1
2

36
458

497

0,20
0,39
7,09

90,16
100,00

-
3

34
433
470

-
0,66
7,23

88,07
100,00

Sumber: BPK RI, 2020 dan 2021.

Tabel 2. Pemetaan Kapasitas Fiskal 
Pemerintah Daerah di Indonesia

Kategori
Provinsi Kabupaten/Kota

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%)

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah

4
5
8
8
9

34

11,76
14,71
23,53
23,53

26,47
100,00

37
89

124
132
126

508

7,28
17,52

24,40
26,14
24,80

100,00
Sumber: PMK 120/PMK.07/2020.
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fiskal provinsi dan kabupaten/kota, di-
peroleh kategori kapasitas fiskal seperti 
terlihat pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil pemetaan kapasi-
tas fiskal daerah Kementerian Keuang-
an, sebagian besar pemda di Indonesia 
berada pada kategori rendah dan sangat 
rendah, senada dengan hasil reviu BPK 
RI. Hal ini menunjukkan bahwa ke-
mandirian fiskal pemda masih jauh dari 
yang diharapkan. Desentralisasi dan 
otonomi yang sudah lebih dari 20 tahun 
dilaksanakan ternyata belum mampu 
meningkatkan kemandirian fiskal dae-
rah. Desentralisasi dan otonomi daerah 
bertujuan untuk mencapai kesejahtera-
an masyarakat melalui peningkatan pe-
layanan, pemberdayaan, dan peran ser-
ta masyarakat, serta peningkatan daya 
saing daerah dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi, pemerataan, keadil-
an, dan kekhasan suatu daerah dalam 
sistem NKRI. UU HKPD berpotensi 
meningkatkan PAD antara lain dengan 
adanya pengaturan kewenangan pemda 
untuk menarik opsen sebagai pungut-
an tambahan atas pajak tertentu, perlu-
asan objek pajak rokok, dan PBJT jasa 
perhotelan.

Efektivitas UU HKPD dalam 
Peningkatan Kemandirian 
Fiskal Daerah 

Dalam rangka mendukung dan 
mempercepat pencapaian tujuan nasio-
nal, kebijakan makro ekonomi hendak-
nya dilakukan melalui harmonisasi arah 
kebijakan fiskal, moneter, sektor riil 
maupun neraca pembayaran. Kebijakan 
makro yang sehat perlu didukung oleh 
kebijakan keuangan daerah yang sejalan 
dengan kebijakan fiskal nasional (Nur-
hemi & Guruh, 2015). Untuk mencapai 
tujuan tersebut, pemerintah mengelu-

arkan UU HKPD yang secara umum 
memuat empat pilar yakni mengurangi 
ketimpangan vertikal dan horizontal, 
peningkatan kualitas belanja daerah, 
harmonisasi belanja pusat dan daerah, 
serta penguatan local taxing power (Agus-
tina et al., 2022).

Ketimpangan vertikal dan horizontal 
diminimalisir dengan reformulasi dana 
alokasi umum (DAU), dana bagi hasil 
(DBH) yang berkeadilan, dana alokasi 
khusus (DAK) yang fokus untuk prioritas 
nasional, hingga sinergi pendanaan lintas 
sumber pendanaan. Formulasi DAU di-
sesuaikan dengan karakteristik daerah, 
seperti jumlah penduduk dan potensi 
daerah. Peningkatan kualitas belanja dae-
rah dilakukan melalui penguatan disiplin 
dan sinergi belanja daerah, peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia daerah, 
hingga TKD yang diarahkan untuk me-
ningkatkan kualitas dan kuantitas pela-
yanan publik. Harmonisasi belanja pusat 
dan daerah dilakukan melalui penyela-
rasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, 
pengendalian defisit APBD hingga re-
focusing APBD dalam kondisi tertentu. 
Penguatan sistem perpajakan daerah di-
lakukan dengan mendorong kemudahan 
berusaha di daerah, mengurangi retribusi 
atas layanan wajib, opsen perpajakan da-
erah antara provinsi dan kabupaten/kota, 
serta basis pajak baru. Objek-objek pajak 
yang sejenis, dalam UU HKPD, diga-
bungkan untuk mengurangi collection dan 
administrative cost.

Desain pajak dan retribusi daerah 
yang dirancang dalam UU HKPD me-
liputi, pertama, menurunkan administra-
tion dan compliance cost. Desain ini meli-
puti restrukturisasi jenis pajak daerah, 
khususnya yang berbasis konsumsi (ho-
tel, restoran, hiburan, parkir, dan PPJ) 
menjadi pajak barang dan jasa tertentu 
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(PBJT). UU HKPD mengatur PBJT se-
bagai pajak yang dibayarkan oleh kon-
sumen akhir atas konsumsi barang dan/
atau jasa tertentu. Berdasarkan Pasal 4 
ayat (2) UU HKPD, PBJT merupakan 
pajak yang dipungut oleh pemerintah 
kabupaten/kota berdasarkan perhi-
tungan sendiri oleh wajib pajak (Pasal 5 
ayat (2) UU HKPD). PBJT dapat tidak 
dipungut dalam hal potensinya kurang 
memadai dan/atau pemda menetapkan 
kebijakan untuk tidak memungut (Di-
rektorat Jenderal Perimbangan Keuang-
an, 2024).

Kedua, memperluas basis pajak yang 
dilaksanakan dalam bentuk opsen pa-
jak provinsi dan kabupaten/kota seba-
gai penggantian skema bagi hasil dan 
penyesuaian kewenangan (opsen pajak 
kendaraan bermotor/PKB, bea balik 
nama kendaraan bermotor/BBNKB, mi-
neral bukan logam dan batuan/MBLB) 
tanpa tambahan beban wajib pajak. Ke-
tiga opsen tersebut berdasarkan Pasal 
4 ayat (2) UU HKPD merupakan jenis 
pajak yang dipungut oleh pemerintah 
kabupaten/kota. Ketiga, pengaturan da-
lam UU HKPD merupakan harmonisasi 
dengan putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) dan peraturan perundangan lain, 
antara lain putusan MK terkait pajak 
alat berat, putusan MK terkait pajak 
penerangan jalan, UU Pemerintahan 
Daerah, dan UU Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Pertambangan Mineral dan Ba-
tubara terkait sinkronisasi kewenangan, 
UU Cipta Kerja dan perubahannya da-
lam rangka mendukung kemudahan ber-
usaha (Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan, 2024).

Pengaturan dalam UU HKPD dia-
tur lebih lanjut dalam Peraturan Peme-
rintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 ten-

tang Ketentuan Umum Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Prinsip utama 
PP tersebut yaitu simplifikasi, akunta-
bilitas, optimalisasi, sinergi. Simplifika-
si dengan mengintegrasikan data pajak 
untuk memudahkan wajib pajak dan 
pemda. Hal ini mencakup kaitan nomor 
pokok wajib pajak daerah (NPWPD) 
dengan nomor induk kependudukan. 
Peningkatan akuntabilitas berarti me-
nyelaraskan cara pungutan pajak kepa-
da wajib pajak. Untuk mengoptimalkan 
pemungutan pajak daerah, kerja sama 
dilakukan dengan pemerintah pusat, 
pemda lainnya, dan pihak ketiga dalam 
memanfaatkan data. Kolaborasi dalam 
pemungutan pajak antara pemerintah 
provinsi dan kabupaten/kota dilakukan 
melalui berbagai opsional seperti opsen 
PKB, opsen BBNKB, dan opsen MBLB 
(Direktorat Jenderal Perimbangan Keu-
angan, 2024).

Dalam pelaksanaannya, tidak semua 
aturan dalam UU HKPD mendukung 
pertumbuhan ekonomi daerah. Komi-
te Pemantauan Pelaksanaan Otonomi 
Daerah (KPPOD) mencatat beberapa 
aturan yang kontra produktif dengan 
pertumbuhan investasi dan ekonomi 
daerah, yaitu (1) pajak listrik penerang-
an jalan; (2) peningkatan pajak bumi 
dan bangunan (PBB-P2) dari 0,1–0,3% 
menjadi paling tinggi sebesar 0,5%; (3) 
pajak air permukaan serta pajak air dan 
tanah yang selama ini dianggap mem-
beratkan dunia usaha serta berdampak 
negatif terhadap perekonomian karena 
memengaruhi biaya produksi; (4) pene-
tapan bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan (BPHTB) dianggap membe-
ratkan masyarakat dan pelaku usaha; (5) 
pajak alat berat/PAB yang merupakan 
jenis pajak baru yang ditetapkan dalam 
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UU HKPD dianggap berpotensi meng-
ganggu lingkungan/infrastruktur jalan 
karena kategorinya yang belum jelas (Su-
parman, 2024).

Salah satu penghambat efektivitas 
UU HKPD dalam peningkatan keman-
dirian fiskal daerah menurut KPPOD, 
adalah, penyesuaian beberapa tarif 
PDRD yang berpotensi menimbulkan 
beban ekonomi pada sektor bisnis dan 
masyarakat. Skema opsen pajak dalam 
Pasal 83 UU HKPD mengharuskan wa-
jib pajak untuk membayar kontribusi 
kepada dua entitas, yakni pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten/
kota. Opsen pajak mencakup beberapa 
jenis pajak, seperti PKB, BBNKB, dan 
pajak MBLB (Saputra, 2021). 

Usaha pemerintah untuk mening-
katkan pendapatan daerah seharusnya 
tidak menimbulkan beban bagi dunia 
usaha. Penggunaan opsen pajak seha-
rusnya mempertimbangkan kemampu-
an pemda dalam mengumpulkan pajak, 
administrasi pajak pusat yang menga-
cu pada wilayah hukum atau kediaman 
yang terkait dengan kewenangan pem-
da, serta potensi kehilangan pendapatan 
di tingkat pusat sebagai pertimbangan 
dalam kebijakan fiskal daerah. Tarif op-
sen pajak perlu disesuaikan agar penam-
bahan pembayaran tersebut tidak me-
nyebabkan ketidakseimbangan dalam 
beban pajak jika dibandingkan dengan 
tarif yang diatur dalam UU sebelumnya 
yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 (Ram-
da, 2021).

Penghambat lainnya yaitu sosialisasi 
insentif fiskal dan kemudahan berusaha 
yang belum merata, kurangnya penge-
tahuan tentang simulasi dan mitigasi 
risiko fiskal di daerah, dan adanya keta-
kutan berkurangnya pendapatan daerah 
(Suparman, 2024). Beberapa pengham-

bat tersebut dapat dimitigasi dengan 
adanya edukasi dan sosialisasi yang ma-
sif untuk menyampaikan pemahaman 
mengenai insentif fiskal dan kemudahan 
berusaha yang telah diatur dalam UU 
HKPD. Pemda juga perlu diberikan pe-
mahaman berkaitan kekhawatiran ber-
kurangnya PAD. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan PAD dengan meningkat-
kan inovasi mencari sumber PAD di da-
erahnya masing-masing. Pasal 389 UU 
Pemerintahan Daerah memberikan ja-
minan aparatur sipil negara tidak dapat 
dipidana apabila pelaksanaan inovasi te-
lah menjadi kebijakan dan tidak menca-
pai sasaran.

Dengan adanya berbagai hambatan 
tersebut, pengaturan dalam UU HKPD 
belum dapat dikatakan efektif untuk me-
ningkatkan kemandirian fiskal daerah. 
Beberapa pasal yang berpotensi meng-
hambat kemandirian fiskal daerah, yaitu 
pajak listrik penerangan jalan (Pasal 52), 
tarif PBB-P2 (Pasal 41), pajak air permu-
kaan (Pasal 31), pajak air dan tanah (Pasal 
69), penetapan BPHTB (Pasal 47), dan 
PAB (Pasal 20). UU HKPD menetapkan 
batas atas tarif pajak-pajak tersebut se-
hingga pemda memiliki kebebasan untuk 
menetapkan tarif pajak di daerahnya. Se-
lain beberapa pajak tersebut, adanya ke-
tentuan opsen pajak (Pasal 83) berpotensi 
memberatkan dunia usaha dan masyara-
kat karena wajib pajak harus membayar 
kontribusi kepada pemerintah provinsi 
dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam 
hal ini, pemda perlu menetapkan tarif pa-
jak dan opsen yang tidak membebani du-
nia usaha dan masyarakat. 

Pemerintah pusat perlu melaku-
kan sosialisasi untuk memberikan pe-
mahaman menyeluruh kepada pemda 
mengenai upaya yang perlu dilakukan 
untuk meningkatkan efektivitas UU 
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HKPD dalam meningkatkan keman-
dirian fiskal daerah. Edukasi dan pem-
binaan bagi pemda dalam rangka im-
plementasi UU HKPD agar mampu 
meningkatkan PAD dan iklim usaha 
yang kondusif, juga sangat urgen untuk 
dilaksanakan.

Simpulan
Desentralisasi fiskal Indonesia se-

lama lebih dari 20 tahun belum mampu 
mencapai tujuan yang diharapkan seper-
ti peningkatan kemandirian fiskal dan 
pemerataan kesejahteraan masyarakat. 
Untuk itu, pemerintah menerbitkan UU 
HKPD yang secara umum memuat em-
pat pilar yakni mengurangi ketimpang-
an vertikal dan horizontal, peningkatan 
kualitas belanja daerah, harmonisasi be-
lanja pusat dan daerah, serta penguatan 
local taxing power.

Efektivitas UU HKPD dalam pe-
ningkatan kemandirian fiskal daerah 
antara lain penyesuaian beberapa tarif 
PDRD yang berpotensi menimbulkan 
beban ekonomi pada sektor bisnis dan 
masyarakat, seperti pajak listrik pene-
rangan jalan, peningkatan tarif PBB, pa-
jak air permukaan, pajak air dan tanah, 
BPHTB, serta PAB. Selain itu, skema 
opsen pajak mengharuskan wajib pajak 
untuk membayar kontribusi kepada dua 
entitas, yakni pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota. Opsen pa-
jak mencakup beberapa jenis pajak, se-
perti PKB, BBNKB, dan pajak MBLB. 
Usaha pemerintah untuk meningkatkan 
pendapatan daerah hendaknya tidak 
menimbulkan beban bagi dunia usaha.

Rekomendasi
Pemerintah pusat perlu mening-

katkan upaya edukasi dan pembinaan 
kepada pemda dalam melaksanakan 
UU HKPD secara efektif agar dapat 
meningkatkan PAD. Pemda juga perlu 
menetapkan tarif pajak dan opsen yang 
tidak memberatkan dunia usaha dan 
masyarakat.

DPR RI, terutama Komisi XI, da-
lam pelaksanaan fungsi pengawasan per-
lu memastikan berbagai upaya tersebut 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat 
dan daerah sehingga tercipta iklim usa-
ha yang kondusif dan kemandirian fiskal 
daerah. Komisi XI DPR RI diharapkan 
juga terus mengawasi pembentukan per-
aturan daerah terkait dan implementa-
si UU HKPD di daerah. Hal ini sangat 
penting untuk menjaga keseimbangan 
antara peningkatan pendapatan daerah 
dengan pertumbuhan ekonomi daerah 
yang pada akhirnya akan berdampak 
juga pada pendapatan pajak dan retribu-
si daerah.
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Abstrak

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan pedoman 
operasional bagi setiap perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan 
kerja dan timbulnya penyakit akibat kerja. Dengan pendekatan kajian pustaka, 
tulisan ini membahas perspektif kesejahteraan pekerja dalam SMK3. Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal krusial yang harus dipatuhi dalam setiap 
usaha atau bisnis yang melibatkan pekerja. Pada kenyataannya, K3 bukan hanya 
terkait upaya menjalankan pekerjaan/usaha secara aman dan selamat melalui 
penerapan teknologi yang benar dan kemampuan pekerja yang mengoperasikannya, 
melainkan ada sisi lain yang selalu menyertai, yaitu masalah kesejahteraan pekerja. 
Ada hubungan timbal balik, di mana K3 yang baik akan mendorong terciptanya 
kesejahteraan pekerja. Sebaliknya, kesejahteraan pekerja yang baik akan mendorong 
kepatuhan pekerja terhadap ketentuan K3. Rekomendasi yang disampaikan untuk 
Komisi IX DPR RI, yaitu (1) terus melakukan pengawasan terhadap implementasi 
K3 dan mendorong pemerintah untuk selalu melakukan pembinaan dan penegakan 
hukum secara tegas terkait K3; (2) menghimpun aspirasi masyarakat sebanyak-
banyaknya terkait permasalahan K3 dan kesejahteraan pekerja serta berupaya 
mencari solusinya; dan (3) memperhatikan masalah kesejahteraan pekerja dalam 
kaitannya dengan K3 dan mengatur hal itu dalam revisi UU Keselamatan Kerja.

Latar Belakang
Selama satu bulan terhitung sejak 12 

Januari 2024, Indonesia memperingati 
Bulan Keselamatan dan Kesehatan Ker-
ja (Bulan K3) Nasional (Rustam, 2024). 
Dasar pelaksanaan Bulan K3 Nasional 
Tahun 2024 adalah Keputusan Mente-
ri Ketenagakerjaan No. 244 Tahun 2023 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Na-
sional Tahun 2023. Bulan K3 Nasional 
2024 diadakan pada tanggal 12 Janua-
ri–12 Februari 2024, dengan tema po-
kok “Budayakan K3, Sehat dan Selamat 
dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsung-
an Usaha” (Kementerian ESDM, 2024). 
Bulan K3 telah lama menjadi kebiasaan 
yang dilakukan oleh kalangan perusa-
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haan setiap tahun. Selain dimaksudkan 
untuk memperingati berbagai kecelaka-
an kerja yang terjadi, Bulan K3 juga di-
maksudkan untuk membangun dan me-
mupuk semangat melakukan pekerjaan 
yang baik dan profesional dengan upaya 
meminimalisasi kecelakaan dan menjaga 
kesehatan di tempat kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) adalah suatu upaya kerja sama, sa-
ling pengertian, serta partisipasi dari 
pengusaha dan karyawan dalam peru-
sahaan untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban bersama di bidang keselamat-
an, kesehatan, dan keamanan kerja da-
lam rangka meningkatkan produktivitas 
(“Keselamatan Kerja (K3)”, n.d.). Semen-
tara itu, sistem manajemen keselamatan 
dan kesehatan kerja (SMK3) adalah ba-
gian dari sistem manajemen perusaha-
an secara keseluruhan dalam rangka pe-
ngendalian risiko yang berkaitan dengan 
kegiatan kerja guna terciptanya tempat 
kerja yang aman, efisien, dan produktif 
(PP No. 50 Tahun 2012).

K3 merupakan hal krusial yang ha-
rus dipatuhi dalam setiap usaha atau bis-
nis yang melibatkan pekerja. K3 menjadi 
peringatan bagi siapa pun yang melaku-
kan pekerjaan dengan potensi bahaya, 
baik bagi keselamatan maupun kesehat-
an pekerja. Meskipun K3 merupakan hal 
yang terus digaungkan pada setiap usaha 
bisnis perusahaan, tetapi faktanya ma-
sih terus terjadi berbagai kecelakaan di 
tempat kerja, bahkan sampai memakan 
korban jiwa. 

Berita terakhir tentang kecelaka-
an kerja yang memakan banyak kor-
ban adalah kecelakaan di PT Indonesia 
Tsingshan Stainless Steel (ITSS), sebuah 
perusahaan pengolahan nikel di Kabu-
paten Morowali, Sulawesi Tengah. Ke-
celakaan tersebut terjadi pada Minggu, 

24 Desember 2023 pukul 06.15 WITA, 
yang menewaskan 11 tenaga kerja In-
donesia (TKI) dan 8 orang tenaga kerja 
asing (TKA). Sedikitnya 40 orang luka-
luka. Total korban terdampak, baik yang 
meninggal atau luka-luka mencapai 59 
orang, dengan rincian 41 orang TKI 
dan 18 TKA (Santika, 2023). Peristiwa 
bermula dari kecelakaan yang dialami 
sejumlah pekerja saat melakukan perba-
ikan tungku dan pemasangan plat pada 
bagian tungku. Tungku smelter No. 41 
yang terbakar, awalnya masih ditutup 
untuk operasi pemeliharaan rutin. Saat 
tungku tersebut sedang tidak beropera-
si dan dalam proses perbaikan, terdapat 
sisa slag atau terak besi dalam dinding 
tungku yang runtuh dan mengalir keluar, 
lalu bersentuhan dengan barang-barang 
yang mudah terbakar di lokasi sehingga 
mengakibatkan kebakaran. Para pekerja 
yang berada di lokasi mengalami luka-
luka, bahkan ada yang kehilangan nyawa. 
Hasil identifikasi penyebab kecelakaan 
ini sekaligus menegaskan, tidak ada ta-
bung oksigen yang meledak (“Belasan 
Orang Tewas”, 2023; “Duka Mendalam 
PT IMIP,” 2024). Peristiwa kecelakaan 
tersebut tentu membawa duka bukan 
saja bagi keluarga pekerja yang menjadi 
korban, tetapi juga duka bagi dunia in-
dustri. Banyaknya jiwa yang melayang 
jauh lebih berharga dibanding kerusakan 
aset berupa mesin atau fasilitas lain dari 
perusahaan yang hancur akibat kecela-
kaan. Kejadian tersebut menunjukkan 
betapa pentingnya kepatuhan terhadap 
ketentuan K3 di setiap perusahaan. 

PT Indonesia Morowali Industrial 
Park (IMIP) yang menaungi operasi PT 
ITSS menegaskan, siap melakukan per-
baikan menyusul kecelakaan kerja ter-
sebut. Sebagai wujud keprihatinan dan 
tanggung jawab PT IMIP dan PT ITSS, 
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tali asih akan diberikan sebesar Rp600 
juta untuk setiap korban fatality (korban 
jiwa). Sementara bagi korban nonfatality 
(korban luka), tali asih akan diberikan 
sesuai dengan kasusnya masing-masing 
(Junida, 2023). Kompensasi bagi korban 
kecelakaan kerja pasti sangat dibutuh-
kan dan harus dijamin. Hal ini telah di-
atur dalam Program Jaminan Sosial Ke-
tenagakerjaan (Jamsostek) yang dikelola 
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). 

Dalam berbagai peristiwa kecelaka-
an kerja, yang selalu disorot masyarakat 
adalah masalah mesin atau alat-alat kerja 
yang tidak berfungsi secara sempurna, 
atau adanya human error dalam operasi-
onal perusahaan. Padahal, sesungguh-
nya ada hal penting lain yang berkaitan, 
yaitu masalah kesejahteraan pekerja. 
Tulisan ini membahas perspektif kese-
jahteraan pekerja dalam SMK3, dengan 
harapan dapat menjadi masukan bagi 
Komisi IX DPR RI dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya di bidang legislasi, 
anggaran, dan pengawasan, khususnya 
masalah ketenagakerjaan. Tulisan ini di-
harapkan juga dapat menjadi masukan 
bagi revisi UU No. 1 Tahun 1970 ten-
tang Keselamatan Kerja. 

Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3)

Masalah K3 selama ini telah diatur 
dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Ke-
selamatan Kerja (UU Keselamatan Ker-
ja) dan peraturan pelaksana di bawahnya. 
UU Keselamatan Kerja dapat dikatakan 
sudah terlalu tua dan perlu direvisi, ka-
rena telah banyak perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek) yang 
tidak dapat dijangkau lagi. Berdasarkan 
PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerap-

an Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, perusahaan yang baik 
seharusnya memiliki SMK3 sebagai pe-
doman bagi semua pihak untuk mengo-
perasikan perusahaan secara aman guna 
meminimalisasi kecelakaan dan menjaga 
kesehatan pekerja. Dengan SMK3 ini, 
semua kegiatan perusahaan akan dikait-
kan dengan upaya menjaga keselamatan 
dan kesehatan pekerja, di mana sistem 
ini memberikan pedoman tentang lang-
kah-langkah yang harus dilakukan dalam 
operasional perusahaan.

Menurut Suma’mur (2014, p. 1), ke-
selamatan kerja adalah keselamatan 
yang bertalian dengan mesin, alat kerja, 
proses pengolahannya, landasan tempat 
kerja dan lingkungan serta cara-cara me-
lakukan pekerjaan. Berdasarkan konsep 
Suma’mur tersebut, K3 mencakup peran 
pekerja dalam menggunakan atau meng-
operasikan mesin dan/atau alat-alat ker-
ja lainnya untuk menghasilkan produk. 
Penekanan K3 adalah bagaimana mela-
kukan pekerjaan (berproduksi) dengan 
cara yang profesional, selamat, dan se-
hat bagi pekerja.

K3 merupakan hal yang sangat pen-
ting dalam operasional perusahaan se-
hingga perlu terus ditingkatkan. K3 
mengacu pada kondisi fisik dan psiko-
logis pekerja yang merupakan hasil dari 
lingkungan yang diberikan oleh peru-
sahaan. Menurut Jackson, Schuler, dan 
Werner (dalam Oktaviani, 2016, p. 32), 
upaya meningkatkan K3 dapat dilihat 
dari 3 indikator, yaitu (1) mengukur dan 
mengawasi, yang dijalankan dengan me-
nyelenggarakan kegiatan pelatihan un-
tuk mendukung upaya peningkatan K3. 
Selain itu, juga melaksanakan kegiatan 
monitoring untuk mengidentifikasi po-
tensi ancaman K3 agar dapat disusun 
rencana pengendaliannya; (2) melakukan 



Retnaningsih. PARLIAMENTARY REVIEW, Vol. VI No. 1 (Maret 2024) 31–3934

kegiatan pencegahan kecelakaan dengan 
mengendalikan praktik-praktik manusia 
yang tidak aman, antara lain dengan cara 
mendidik para karyawan dalam keaman-
an, memberlakukan larangan-larangan 
secara keras, memasang poster/gambar 
tentang K3 untuk mengingatkan pen-
tingnya K3, membentuk komite mana-
jemen serikat untuk mencegah masa-
lah-masalah keamanan; (3) mencegah 
penyakit yang dilakukan dengan men-
ciptakan lingkungan kerja yang sehat 
untuk menjaga kesehatan para karyawan 
dari ancaman penyakit. Berdasarkan 
pendapat Jackson, Schuler, dan Werner 
tersebut, dapat dipahami bahwa mengu-
kur dan mengawasi kegiatan, pencegah-
an kecelakaan, serta pencegahan penya-
kit merupakan langkah-langkah penting 
untuk peningkatan K3.

Perusahaan atau organisasi yang 
akan atau pun telah menerapkan SMK3 
diharapkan dapat meningkatkan efekti-
vitas perlindungan keselamatan dan ke-
sehatan kerja yang terencana, terukur, 
terstruktur, dan terintegrasi, kemudian 
dapat mencegah dan mengurangi kecela-
kaan kerja dan penyakit akibat kerja de-
ngan melibatkan unsur manajemen dan 
pekerja, serta perusahaan dapat mencip-
takan tempat kerja yang aman, nyaman, 
dan efisien untuk mendorong produkti-
vitas (“Tahapan Penerapan SMK3”, n.d.). 
Dengan demikian, SMK3 memiliki pan-
duan langkah-langkah dalam upaya me-
wujudkan K3 dalam sebuah operasional 
perusahaan. Segenap kalangan perusa-
haan harus mematuhi pedoman yang te-
lah tercantum dalam SMK3. Pengusaha 
wajib menyediakan tempat dan fasilitas 
kerja yang aman berdasarkan panduan 
SMK3, dan pekerja wajib memiliki ke-
mampuan/skill sesuai ketentuan SMK3 

serta wajib mematuhi SMK3 dalam 
menjalankan pekerjaannya.

K3 sangat penting dan perlu terus di-
gelorakan dalam setiap perusahaan. Me-
nurut Paramita & Wijayanto (2018, p. 
10), K3 berpengaruh signifikan terhadap 
motivasi kerja karyawan pada PT PLN 
(Persero) APJ Semarang. Besar pengaruh 
yang diberikan variabel keselamatan dan 
kesehatan kerja terhadap motivasi kerja 
sebesar 58,9%. Berdasarkan hasil pene-
litian tersebut, dapat dimengerti bahwa 
K3 memiliki peran penting dalam ke-
berlangsungan perusahaan, di mana K3 
berpengaruh positif bagi peningkatan 
motivasi kerja karyawan. Hal ini dapat 
diartikan pula bahwa dengan K3 yang 
baik, karyawan akan semakin termotivasi 
untuk bekerja dengan baik pula.

Perspektif Kesejahteraan 
Pekerja dalam SMK3

Menurut Natalia (2016, p. 9), secara 
umum, kesejahteraan merupakan sesua-
tu yang bersifat subjektif. Dengan demi-
kian, ukuran kesejahteraan bagi setiap 
individu, keluarga, maupun kelompok 
berbeda satu sama lain. Akan tetapi, 
pada prinsipnya kesejahteraan berkait-
an erat dengan kebutuhan dasar. Apabila 
kebutuhan dasar terpenuhi, maka dapat 
dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan 
individu atau keluarga tersebut dapat 
terpenuhi. Sementara jika kebutuhan 
dasar tidak terpenuhi, maka dapat di-
katakan bahwa individu atau keluarga 
tersebut berada di bawah kemiskinan. 
Berdasarkan konsep Natalia tersebut, 
kesejahteraan dapat diartikan sebagai 
bagian terpenting dalam upaya peme-
nuhan kebutuhan dasar manusia, di 
mana seseorang dapat disebut sejahtera 
jika dirinya mampu memenuhi semua 
kebutuhan dasarnya. 
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Sementara itu, menurut Kurniawati 
(2015, pp. 14–15), kesejahteraan meru-
pakan sejumlah kepuasan yang dipero-
leh seseorang dari hasil mengonsumsi 
pendapatan yang diterima. Meskipun 
demikian, tingkatan kesejahteraan itu 
sendiri relatif karena tergantung dari 
besarnya kepuasan yang diperoleh dari 
hasil mengonsumsi pendapatan terse-
but. Berdasarkan konsep Kurniawati 
itu, maka dapat dikatakan bahwa kese-
jahteraan terkait dengan perasaan sese-
orang dalam memenuhi kebutuhannya. 
Seseorang dapat dikatakan sejahtera jika 
dirinya mampu dan puas setelah dapat 
memenuhi semua kebutuhannya.

Menurut Julianti (2017, p. 26), kese-
jahteraan dalam konsep dunia modern 
adalah sebuah kondisi di mana seorang 
dapat memenuhi kebutuhan pokok ya-
itu makanan, pakaian, tempat tinggal, 
air minum yang bersih, serta kesempat-
an untuk melanjutkan pendidikan dan 
memiliki pekerjaan yang memadai yang 
dapat menunjang kualitas hidupnya 
sehingga memiliki status sosial; yang 
mengantarkan pada status sosial yang 
sama terhadap sesama warga lainnya. 
Jika merujuk pada konsep Julianti ter-
sebut, maka kesejahteraan memiliki arti 
yang lebih luas lagi, di mana seseorang 
dapat disebut sejahtera jika semua ke-
butuhan dasarnya telah dapat dipenuhi 
dan terbuka peluang masa depan yang 
lebih baik.

Dalam konteks industri, kesejah-
teraan pekerja terkait dengan aksesi-
bilitas terhadap perusahaan. Menurut 
Rahmawati (2008), kesejahteraan da-
pat juga merupakan tingkat aksesibili-
tas seseorang dalam kepemilikan fak-
tor-faktor produksi. Semakin tinggi 
seseorang mampu meningkatkan faktor 
produksi yang ia kuasai, maka semakin 

tinggi tingkat kesejahteraan yang akan 
diraihnya. Demikian pula sebaliknya, 
orang menjadi miskin karena tidak me-
miliki akses yang luas dalam memiliki 
faktor-faktor produksi walaupun faktor 
produksi itu adalah dirinya sendiri. Ber-
dasarkan konsep Rahmawati tersebut, 
dapat diartikan bahwa semakin dekat 
hubungan (rasa memiliki) pekerja de-
ngan perusahaan, semakin tinggi rasa 
sejahtera yang dimilikinya. Kedekatan 
hubungan dan rasa sejahtera ini sangat 
berpotensi positif untuk mendukung 
upaya kepatuhan pekerja terhadap K3. 

Menurut Rivai (2014, p. 775), ke-
sejahteraan merupakan tunjangan dan 
proteksi sumber daya manusia yang 
berupa kompensasi yang tidak dalam 
bentuk imbalan, baik langsung maupun 
tidak langsung, yang diberikan oleh per-
usahaan kepada pekerja. Berdasarkan 
konsep Rivai tersebut, maka kesejah-
teraan pekerja terkait dengan hal-hal 
di luar penghasilan atau take home pay 
pekerja yang membuat pekerja merasa 
tenteram dan senang serta dekat dengan 
perusahaan. Sehubungan dengan K3, da-
pat diartikan bahwa kesejahteraan pe-
kerja yang baik akan memotivasi imple-
mentasi K3 yang baik pula.

Masalah kesejahteraan pekerja di-
atur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ten-
tang Ketenagakerjaan, di mana Pasal 
1 angka 31 berbunyi, “Kesejahteraan 
pekerja/buruh adalah suatu pemenuh-
an kebutuhan dan/atau keperluan yang 
bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di 
dalam maupun di luar hubungan kerja, 
yang secara langsung atau tidak langsung 
dapat mempertinggi produktivitas kerja 
dalam lingkungan kerja yang aman dan 
sehat”. Dari ketentuan tersebut dapat 
diinterpretasikan bahwa kesejahteraan 
pekerja mencakup pemenuhan kebu-
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tuhan lahir dan batin. Kesejahteraan pe-
kerja merupakan kondisi yang seharus-
nya menyertai pekerja di mana pun dia 
berada, baik di dalam maupun di luar 
lingkungan kerja. Intinya pekerja harus 
terpenuhi kesejahteraannya di mana pun 
berada. Jika dikaitkan dengan K3, maka 
implementasi K3 yang baik akan ber-
dampak pada kesejahteraan pekerja. De-
mikian pula kesejahteraan pekerja yang 
baik akan mendorong kepatuhan terha-
dap implementasi K3.

Kesejahteraan pekerja menyangkut 
sejumlah hal yang terlihat dari bebera-
pa indikator. Menurut Hasibuan (2012, 
p. 188) ada enam indikator kesejahtera-
an karyawan, yaitu (1) ekonomis: uang 
pensiun, uang makan, uang transporta-
si, uang lebaran/natal, bonus/gratifika-
si, uang duka kematian, pakaian dinas, 
uang pengobatan; (2) fasilitas: musala/
masjid, kafetaria, olahraga, kesenian, 
pendidikan/seminar, cuti/cuti hamil, ko-
perasi dan toko, dan izin; (3) pelayanan: 
puskesmas/dokter, jemputan karyawan, 
bantuan hukum, penasihat keuang-
an, asuransi/astek, dan kredit rumah; 
(4) sosial: melakukan interaksi dengan 
orang lain, antara lain dengan menjalin 
hubungan kerja yang harmonis, kebu-
tuhan untuk mencintai dan dicintai; (5) 
penghargaan: pengakuan dan penghar-
gaan berdasarkan kemampuan, yaitu ke-
butuhan untuk dihormati dan dihargai 
oleh karyawan lain dan pimpinan terha-
dap prestasi kerjanya; (6) aktualisasi diri: 
pemberian kesempatan untuk mengem-
bangkan kemampuan, keterampilan, 
kecakapan, potensinya, dan kebutuhan 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik. Berdasarkan konsep Hasibuan ter-
sebut, dapat dipahami bahwa kesejah-
teraan pekerja mencakup berbagai hal 
yang ingin diraih, yaitu kebutuhan eko-

nomi, pelayanan kebutuhan dasar, peng-
hargaan, dan aktualisasi diri. Jika indi-
kator tersebut dapat diwujudkan maka 
kesejahteraan pekerja akan tercapai. Jika 
kesejahteraan pekerja dapat tercapai, 
maka akan terjalin hubungan yang erat 
antara pekerja dan perusahaan. Dengan 
kedekatan hubungan ini maka kepatuh-
an dan upaya implementasi K3 akan le-
bih mudah dilakukan.

Sedikit berbeda dengan Hasibu-
an, menurut Bockerman dan Maliranta 
(2012) ada delapan indikator kesejahte-
raan karyawan, yaitu (1) kepuasan ker-
ja: keadaan emosional yang positif yang 
merupakan hasil dari evaluasi pengalam-
an kerja seseorang. Ketidakpuasan kerja 
muncul ketika harapan seseorang tidak 
terpenuhi; (2) ketidakpastian: ketidak-
yakinan atas kemungkinan tersedianya 
kontrak berikutnya; (3) kecelakaan ker-
ja: musibah yang terjadi pada saat mela-
kukan suatu pekerjaan; (4) risiko: suatu 
akibat yang kurang menyenangkan dari 
suatu perbuatan, atau kemungkinan ke-
malangan yang bisa menimpa selama 
bekerja; (5) tidak ada promosi: tidak me-
miliki kemungkinan untuk naik jabatan; 
(6) tidak ada suara: tidak memiliki hak 
untuk berpendapat; (7) diskriminasi: 
perlakuan berbeda-beda yang diterima 
oleh tiap individu; dan (8) intensitas ker-
ja: banyaknya waktu bekerja dalam suatu 
periode tertentu (Bockerman & Malir-
anta, 2012). Berdasarkan konsep Bocker-
man dan Milaranta tersebut, dapat di-
interpretasikan bahwa kesejahteraan 
pekerja akan terwujud jika ada kepuasan 
dalam pekerjaan yang dilakukan dan ada 
kepastian bahwa pekerja akan terus da-
pat bekerja untuk mencari nafkah. Ke-
sejahteraan pekerja akan terwujud jika 
tidak ada atau minim kecelakaan kerja 
serta kecil kemungkinan risiko akibat 
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kecelakaan. Kesejahteraan pekerja juga 
akan terwujud jika ada harapan untuk 
mendapatkan promosi, selain memiliki 
peluang untuk didengar pendapatnya. 
Kesejahteraan pekerja juga akan terwu-
jud jika tidak ada diskriminasi perla-
kukan di antara pekerja, dan intensitas 
kerja berada dalam batas kemampuan 
pekerja. Dengan demikian, K3 merupa-
kan bagian penting dari kesejahteraan 
pekerja.

Berdasarkan Lembaga Penjaminan 
Mutu (2023), ada tujuh pilar yang mem-
bentuk kesejahteraan pekerja, yaitu (1) 
kesehatan fisik karyawan; (2) jenjang 
karier yang pasti; (3) kesehatan finan-
sial yang memadai; (4) keamanan sosial 
di lingkungan kerja; (5) komunitas yang 
saling mendukung; (6) kesehatan men-
tal/kondisi psikis yang stabil; (7) adanya 
tujuan tertentu yang melibatkan kese-
jahteraan individu (“Lembaga Penjamin 
Mutu”, 2023). Dengan demikian, kese-
jahteraan pekerja terkait dengan berba-
gai hal yang menyangkut kepentingan 
pekerja. Jika dikaitkan dengan K3 maka 
dapat dipahami bahwa kesehatan fisik/
mental/finansial yang baik akan dapat 
mendorong kepatuhan pekerja terhadap 
K3. Demikian juga hubungan kerja yang 
baik akan mendorong terlaksananya K3 
dengan baik pula.

Fauziah dan Yustisia (2018, p. 8) 
dalam penelitian “Pengaruh Program 
K3LH dan Kesejahteraan Karyawan 
terhadap Produktivitas Kerja pada Per-
usahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Tirtawening Kota Bandung” menyim-
pulkan (1) kesejahteraan secara parsial 
berpengaruh terhadap produktivitas. 
Secara total persentase atau kontribusi, 
pengaruh kesejahteraan dalam mening-
katkan produktivitas karyawan adalah 
positif dan signifikan. (2) K3LH dan 

kesejahteraan secara bersama-sama ber-
pengaruh signifikan terhadap produkti-
vitas. Berdasarkan hasil penelitian ter-
sebut, terlihat adanya hubungan antara 
kesejahteraan pekerja dan K3 dengan 
produktivitas. Dengan demikian, kepa-
tuhan pekerja terhadap K3 berjalan sei-
ring dengan kesejahteraan pekerja dalam 
mencapai produktivitas yang baik.

Kesejahteraan pekerja dapat dika-
takan sebagai bagian penting dalam pe-
laksanaan K3, di mana pekerja yang me-
miliki kesejahteraan cukup akan dapat 
bekerja dengan baik dan mematuhi K3. 
Demikian pula sebaliknya, K3 yang baik 
akan memberikan rasa sejahtera kepada 
pekerja. Dengan kata lain, terdapat per-
spektif kesejahteraan pekerja dalam se-
tiap upaya implementasi K3. 

Simpulan
K3 merupakan hal krusial yang ha-

rus dipatuhi dalam setiap usaha atau bis-
nis yang melibatkan pekerja. K3 menjadi 
peringatan bagi siapa pun yang melaku-
kan pekerjaan dengan potensi bahaya, 
baik bagi keselamatan maupun kesehat-
an pekerja. Meskipun K3 telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan 
dan terus diserukan di setiap usaha bis-
nis perusahaan, tetapi faktanya masih 
saja terus terjadi berbagai kecelakaan di 
tempat kerja. 

Jika dicermati, K3 bukan hanya ter-
kait upaya menjalankan pekerjaan/usaha 
secara aman dan selamat melalui pene-
rapan teknologi yang benar dan kemam-
puan pekerja yang mengoperasikannya, 
melainkan ada sisi lain yang terkait de-
ngan rasa yaitu kesejahteraan pekerja. 
K3 berkaitan erat dengan kesejahtera-
an pekerja, di mana setiap upaya im-
plementasi K3 mengandung perspektif 
kesejahteraan pekerja di dalamnya. Ada 
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hubungan timbal balik, di mana K3 yang 
baik akan mendorong terciptanya kese-
jahteraan pekerja. Sebaliknya, kesejahte-
raan pekerja yang baik akan mendorong 
kepatuhan terhadap ketentuan K3.

Rekomendasi
Berdasarkan simpulan di atas, tu-

lisan ini merekomendasikan beberapa 
poin. 
(1) Komisi IX DPR RI perlu terus 

melakukan pengawasan terhadap 
implementasi K3 dan mendorong 
pemerintah untuk terus melaku-
kan pembinaan terhadap perusa-
haan-perusahaan agar mengedepan-
kan K3 dalam setiap operasional 
perusahaannya. Pemerintah perlu 
tegas dalam menindak pelanggaran 
terkait K3 dan terus melakukan so-
sialisasi pentingnya K3 dalam setiap 
perusahaan.

(2) Komisi IX DPR RI perlu menghim-
pun aspirasi sebanyak-banyaknya ter-
kait berbagai permasalahan K3 dan 
kesejahteraan pekerja yang terjadi se-
lama ini, melalui Rapat Dengar Pen-
dapat (RDP) dengan berbagai pihak 
terkait, guna melakukan pendalaman 
tentang permasalahan yang ada da-
lam K3 dan upaya mencari solusinya.

(3) Komisi IX DPR RI perlu memberi-
kan perhatian khusus terhadap ma-
salah kesejahteraan pekerja dalam 
kaitannya dengan K3 dan mengatur 
hal ini dalam revisi UU Keselamatan 
Kerja.
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Abstrak

Isu Palestina menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Sejalan 
dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 dan Dasa Sila Bandung yang dihasilkan 
KAA 1955, Indonesia berkewajiban ikut mengupayakan terwujudnya negara 
Palestina yang merdeka. Tulisan ini menganalisis perihal konflik yang terjadi di Gaza 
dan pentingnya hal tersebut dijadikan momentum untuk memperkuat diplomasi 
bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina. Di tengah situasi konflik Gaza, yang 
telah menimbulkan korban jiwa yang begitu besar di kalangan warga sipil Palestina, 
upaya diplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina semakin penting 
untuk ditingkatkan. Konflik Gaza terjadi karena bangsa Palestina belum merdeka. 
Terbentuknya negara Palestina yang merdeka, dengan wilayah kedaulatannya yang 
jelas dan diakui secara internasional, akan menjadi solusi permanen bagi terjaga dan 
terpeliharanya kelangsungan hidup warga Palestina di tanah airnya sendiri. Untuk 
memperkuat diplomasi terkait Palestina, parlemen (DPR RI) harus menjadi bagian 
dari upaya untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina, khususnya di forum 
antarparlemen. BKSAP, sebagai penjuru diplomasi parlemen, perlu terus melakukan 
terobosan dalam menggalang dukungan komunitas parlemen global untuk Palestina. 
Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan luar negeri, juga perlu terus mencermati 
perkembangan konflik Gaza dan melalui fungsi pengawasan perlu mendorong 
pemerintah untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengupayakan 
terwujudnya negara Palestina yang merdeka.

Latar Belakang 
Dalam pernyataan pers tahunan 

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI yang di-
gelar di Gedung Merdeka, Bandung, pada 
8 Januari 2024, Menlu Retno Marsudi 
menegaskan beberapa isu yang menja-

di prioritas Indonesia dalam politik luar 
negeri, di antaranya isu Palestina di mana 
Indonesia akan konsisten mendukung 
Palestina dalam meraih kemerdekaan-
nya (“Indonesia Konsisten Perjuangkan”, 
2024). Menlu Retno menyatakan, Indo-
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nesia memegang teguh keyakinan bahwa 
kemerdekaan adalah hak segala bangsa, 
termasuk Palestina. Namun sayangnya, 
bangsa Palestina menjadi satu-satunya 
peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) 
1955 di Bandung yang belum menikmati 
kemerdekaannya.

Dalam kesempatan focus group discus-
sion (FGD) bertajuk ‘Kinerja Diplomasi 
Indonesia: Catatan BKSAP dan Paparan 
Kemlu RI tentang Proyeksi Diplomasi 
Indonesia Tahun 2024’ di Bogor, pada 16 
Januari 2024, Menlu Retno menyampai-
kan harapannya bahwa siapa pun yang 
memegang tampuk kepemimpinan di 
Indonesia agar konsisten mendukung 
kemerdekaan Palestina (BKSAP, 2024). 
Hal ini menegaskan, kemerdekaan Pa-
lestina menjadi isu yang harus terus di-
perjuangkan oleh Indonesia di forum 
internasional. Kemerdekaan Palestina 
menjadi ‘utang sejarah yang harus diba-
yar’ oleh Indonesia dan negara-negara 
yang hadir dalam KAA 1955 di Bandung.

Oleh karenanya, sejalan dengan 
amanat Pembukaan UUD NRI 1945 
dan Dasa Sila Bandung yang dihasilkan 
KAA 1955, Indonesia berkewajiban un-
tuk ikut mengupayakan terwujudnya ne-
gara Palestina yang merdeka melalui ja-
lur diplomasi. Di tengah situasi konflik 
Gaza, yang telah menimbulkan korban 
jiwa yang begitu besar di kalangan war-
ga sipil Palestina akibat serangan zionis 
Israel, upaya diplomasi untuk memper-
juangkan kemerdekaan Palestina sema-
kin penting untuk ditingkatkan. Konflik 
Gaza terjadi karena bangsa Palestina 
belum merdeka, bangsa Palestina masih 
di bawah penjajahan zionis Israel, ter-
masuk wilayah Gaza yang selama berta-
hun-tahun (sejak 2007) menghadapi aksi 
blokade (pengepungan) dari Israel. 

Oleh karena itu pula, menjadi kewa-
jiban masyarakat internasional, terma-
suk Indonesia, untuk terus mengupaya-
kan terwujudnya negara Palestina yang 
merdeka di wilayah kedaulatannya sen-
diri yang terbebas dari penjajahan Israel. 
Hal tersebut perlu dilakukan dengan me-
ningkatkan diplomasi, termasuk melalui 
diplomasi parlemen. Tulisan ini meng-
analisis perihal konflik yang terjadi di 
Gaza (setidaknya hingga Februari 2024) 
dan pentingnya hal tersebut dijadikan 
momentum untuk memperkuat diplo-
masi bagi terwujudnya kemerdekaan Pa-
lestina. Pada saat tulisan ini dibuat, gen-
catan senjata belum terwujud di Gaza. 

Konflik Gaza 
Konflik Gaza yang melibatkan ten-

tara Israel (Israel defense forces) dan ke-
lompok Hamas (Palestina), yang ber-
langsung sejak 7 Oktober 2023, tidak 
berdiri sendiri dan muncul begitu saja. 
Konflik ini sangat terkait erat dengan 
situasi Gaza dalam kedudukannya seba-
gai wilayah kedaulatan Palestina, namun 
mengalami perlakuan tidak adil dari Is-
rael sebagai penjajah. Riwayat penjajah-
an Israel atas Jalur Gaza berawal dari 
kemenangan Israel dalam perang ‘Enam 
Hari’ melawan koalisi Arab pada 1967 
(Ali, 2020). Pascaperang tersebut, Israel 
menduduki Jalur Gaza, Tepi Barat, dan 
Yerusalem Timur sehingga memicu ren-
tetan bentrokan kekerasan yang berlan-
jut hingga saat ini. 

Terjadinya konflik Gaza, sudah tentu 
juga, dipicu oleh aksi blokade Israel atas 
wilayah Gaza yang telah menimbulkan 
penderitaan bagi warga Palestina. Aksi 
blokade Israel terhadap Gaza yang di-
berlakukan sejak 2007, terlepas dari ke-
pentingan politik Israel yang menentang 
kehadiran kelompok Hamas di wilayah 
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itu yang memenangkan pemilu, menja-
di bukti bahwa bangsa Palestina belum 
menikmati kemerdekaan dan masih di 
bawah penjajahan zionis Israel. Blokade 
Israel atas Gaza berdampak buruk pada 
warga sipil Palestina yang menghadapi 
pembatasan pergerakan secara ketat. 
Melalui aksi blokade, Israel melarang 
warga Palestina memasuki atau mening-
galkan wilayah itu kecuali dalam kasus 
yang sangat jarang terjadi, seperti kon-
disi medis mendesak yang mengancam 
jiwa dan kegiatan perdagangan lintas 
batas yang jumlahnya sangat sedikit dan 
terbatas (Manzoor, 2016). 

Human Right Watch (HRW) pernah 
menyebut kondisi di Gaza sebagai “pen-
jara terbuka”, mengacu pada pembatasan 
pergerakan yang diberlakukan oleh Isra-
el terhadap warga Palestina di sana (Pris-
ha, 2023). Sementara itu, Komite Palang 
Merah Internasional menganggap bloka-
de Israel atas Gaza adalah ilegal dan me-
langgar Konvensi Jenewa. Konvensi Je-
newa Keempat, yang diadopsi pada 1949 
setelah Perang Dunia II, berpusat pada 
pemberian perlindungan terhadap warga 
sipil, termasuk di wilayah pendudukan 
(“Red Cross”, 2010). Sekretaris Jenderal 
PBB terdahulu, Ban Ki Moon, pernah 
mengecam blokade Israel terhadap Ja-
lur Gaza yang dinilainya telah mengan-
cam kehidupan warga Palestina (“Ban Ki 
Moon Kecam”, 2016). 

Fakta yang terjadi terkait situasi 
di Gaza, dan hal itu berlangsung hing-
ga kini, suara-suara internasional yang 
mengkritik dan mengecam blokade Is-
rael atas Gaza tidak direspons positif 
oleh rezim zionis Israel. Sebaliknya, 
Israel membenarkan tindakannya de-
ngan alasan ingin menumpas Hamas, 
kelompok militan Palestina yang me-
nguasai Jalur Gaza. Menarik untuk di-

analisis di sini, Hamas yang oleh Israel 
dan negara-negara barat, seperti Ameri-
ka Serikat (AS), Uni Eropa, dan Inggris, 
ditetapkan sebagai kelompok teroris, 
memperoleh simpati dari warga Palesti-
na, setidaknya di wilayah Gaza di mana 
Hamas tampil sebagai pemenang pemi-
lu pada 2006 (“Hamas win huge”, 2006). 
Tidak dapat dipungkiri, terlepas dari 
sikap politik negara-negara barat yang 
mengategorikan Hamas sebagai kelom-
pok teroris, kelompok militan Palestina 
tersebut faktanya memiliki kekuatan 
dan pengaruh yang besar di kalangan 
warga Palestina. 

Kelompok Hamas, yang berperang 
melawan tentara zionis Israel di wilayah 
Gaza, dapat saja dianggap oleh warga 
Palestina sebagai ‘pahlawan’. Perlawanan 
Hamas terhadap tentara zionis Israel di 
wilayah Gaza dapat saja dipandang oleh 
warga Palestina sebagai bentuk penen-
tangan terhadap Israel yang menjajah 
wilayah kedaulatan mereka. Jika pan-
dangan ini yang berkembang di kalang-
an warga Palestina, maka konflik Gaza 
yang merefleksikan penjajahan Israel 
atas Palestina harus direspons masyara-
kat internasional dengan menghentikan 
konflik tersebut, dan pada tahap selan-
jutnya, diplomasi untuk mengupayakan 
terwujudnya negara Palestina yang mer-
deka perlu ditingkatkan dan diperkuat. 

Terbentuknya negara Palestina yang 
merdeka, dengan wilayah kedaulatannya 
yang jelas dan diakui secara internasio-
nal, akan menjadi solusi permanen dan 
penjamin bagi terjaga dan terpelihara-
nya kelangsungan hidup warga Palestina 
di tanah airnya sendiri. Warga Palestina 
akan hidup bebas, aman, dan tidak lagi 
mengalami intimidasi dari penjajah Isra-
el. Oleh karena itu, konflik Gaza harus 
dijadikan momentum oleh masyarakat 
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internasional untuk memperkuat upaya 
diplomasi bagi terbentuknya negara Pa-
lestina yang merdeka dan mandiri, yang 
terbebas dari penjajahan Israel. 

Konflik Tidak Boleh 
Dibiarkan 

Di tengah konflik Gaza, dunia di-
hadapkan pada kenyataan bahwa upaya 
diplomasi di forum internasional, khu-
susnya Dewan Keamanan (DK) PBB, 
untuk segera menghentikan konflik 
atau setidaknya memberlakukan gencat-
an senjata, ternyata tidak mudah. Pada 
tanggal 9 Oktober 2023 (dua hari sete-
lah dimulainya konflik), DK PBB yang 
menggelar pertemuan darurat soal Gaza 
gagal mencapai kesepakatan. Lima ang-
gota tetap DK PBB, yang memiliki hak 
veto, tidak memiliki kesamaan pandang-
an dalam menyikapi konflik Gaza. 

DK PBB, yang menggelar rapat 
tertutup soal Gaza pada tanggal 6 No-
vember 2023, kembali gagal mencapai 
konsensus terkait rancangan resolusi 
untuk menghentikan perang di Gaza. 
Negara-negara barat, khususnya AS dan 
Inggris, menolak memasukkan pelaksa-
naan gencatan senjata dalam rancangan 
resolusi tersebut. AS, sebagai sekutu de-
kat Israel, lebih mendorong adanya ‘jeda 
kemanusiaan’ (humanitarian pause) diban-
dingkan ‘gencatan senjata’ (ceasefire) di 
Jalur Gaza. Jeda kemanusiaan memang 
penting, tetapi hal itu tidak cukup, kare-
na selain sifatnya sementara, waktunya 
juga tidak memadai untuk memaksimal-
kan penyaluran bantuan kemanusiaan ke 
sejumlah titik di wilayah Gaza (“Huma-
nitarian pause not enough”, 2023).

Pada tanggal 8 Desember 2023, DK 
PBB kembali mengadakan sidang khu-
sus untuk membahas rancangan resolusi 
mengenai pemberlakuan gencatan sen-

jata kemanusiaan di Gaza. Sayangnya, 
rancangan resolusi yang diajukan pada si-
dang DK PBB tanggal 8 Desember 2023 
tersebut gagal disepakati karena diveto 
oleh salah satu anggota tetap DK PBB, 
Amerika Serikat sehingga tidak dapat 
disahkan (“US Vetoes Security Council”, 
2023). Indonesia, salah satu dari 102 nega-
ra yang menjadi co-sponsor rancangan re-
solusi, sangat menyesalkan hal tersebut. 

Kegagalan DK PBB mengeluarkan 
resolusi gencatan senjata di Gaza, yang 
disebabkan oleh adanya veto dari salah 
satu anggota tetap DK, mendapat kritik 
banyak negara. DK, sebagai organ uta-
ma PBB yang mengurusi pemeliharaan 
perdamaian dan keamanan internasio-
nal, dianggap tidak mampu menjalan-
kan fungsi utamanya, sementara situasi 
konflik di Gaza sudah sangat mengkha-
watirkan dan semakin mengancam ke-
hidupan warga Palestina, bahkan kea-
manan kawasan. Patut disesalkan di sini, 
keputusan DK PBB dalam memelihara 
perdamaian dan keamanan internasional 
seakan-akan hanya ditentukan oleh satu 
atau dua negara anggota tetap DK yang 
memiliki hak veto. 

Harapan masyarakat internasional 
sedikit terpenuhi ketika pada 22 Desem-
ber 2023 DK PBB menyepakati resolusi 
2720 soal percepatan bantuan ke Gaza 
(“Resolution 2720”, 2023). Meskipun 
demikian, resolusi tersebut masih be-
lum sesuai dengan harapan internasional 
karena tidak mencakup gencatan sen-
jata. Resolusi tersebut hanya menuntut 
pihak-pihak yang berkonflik mengizin-
kan dan membuka semua rute menuju 
dan di seluruh wilayah Gaza, termasuk 
pintu-pintu perbatasan, guna memasti-
kan staf kemanusiaan dan bantuan ter-
salurkan ke warga sipil yang membutuh-
kan. Resolusi yang diajukan Uni Emirat 
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Arab itu tercapai setelah melalui proses 
negosiasi yang tidak mudah dan bebera-
pa kali penundaan dengan 13 suara men-
dukung, 0 menolak, sedangkan AS dan 
Rusia–dua anggota tetap DK PBB–me-
milih abstain. 

Pascaresolusi 2720 diadopsi, sejum-
lah misi bantuan kemanusiaan telah ber-
usaha masuk ke Gaza, tetapi ternyata 
itu tidak mudah. Israel masih mengon-
trol penuh bantuan kemanusiaan yang 
hendak masuk ke Gaza, bahkan ada 
yang ditolak (“PBB: Israel Tolak Bantu-
an”, 2024). Hal tersebut, tentunya, men-
jadi kabar buruk bagi warga Palestina 
penduduk Gaza yang kondisi kehidup-
annya semakin terpuruk akibat serang-
an brutal Israel. Serangan Israel telah 
menyebabkan 85 persen penduduk Gaza 
menjadi pengungsi. Pada saat yang ber-
samaan, fakta di lapangan menunjukkan, 
tensi perang di Gaza makin meningkat. 
Hal tersebut terlihat dari korban tewas 
akibat perang yang terus bertambah. 
Otoritas kesehatan Palestina di Gaza 
pada 4 Maret 2024 mengungkapkan, 
jumlah warga Palestina yang tewas aki-
bat agresi Israel di Jalur Gaza sejak 7 
Oktober 2023 telah mencapai 30.534 
orang (“Korban Tewas Serangan”, 2024). 

Memperhatikan situasi konflik di 
Gaza dan diplomasi yang alot di DK 
PBB dalam mengupayakan gencatan sen-
jata, karena di dalamnya turut ‘bermain’ 
kepentingan AS sebagai sekutu kuat Is-
rael, maka penghentian konflik Gaza ti-
dak mudah diupayakan jika hal tersebut 
tidak sejalan dengan kepentingan AS 
dan Israel. DK PBB yang masih dikua-
sai oleh anggota tetap yang memiliki hak 
veto, terutama AS sebagai sekutu Israel, 
menjadi kendala utama bagi DK dalam 
mengambil keputusan yang tegas dan 
objektif sesuai dengan harapan internasi-

onal terkait konflik Gaza. Situasi demi-
kian tidak boleh dibiarkan oleh masya-
rakat internasional, termasuk Indonesia, 
yang ingin memperjuangkan kemerdeka-
an Palestina melalui jalur diplomasi. 

Perkuat Diplomasi Palestina
Dalam menyikapi konflik Gaza, 

langkah lebih lanjut yang perlu dilaku-
kan oleh masyarakat internasional, ter-
masuk Indonesia, adalah memperkuat 
diplomasi untuk mendukung terwujud-
nya kemerdekaan Palestina. Langkah 
diplomasi Indonesia, sebagai tindak 
lanjut dari amanat Pembukaan UUD 
NRI 1945 dan Dasa Sila Bandung yang 
dihasilkan KAA 1955 yang menjunjung 
semangat kemerdekaan dan anti-penja-
jahan, adalah menjadikan Gerakan Non-
Blok (GNB) sebagai salah satu forum 
internasional bagi perjuangan diplomasi 
Indonesia terkait Palestina (“Menlu RI: 
GNB”, 2022). GNB, yang kini berang-
gotakan 121 negara (lima di antaranya 
menjadi anggota tidak tetap DK PBB), 
memiliki posisi strategis dan sudah se-
harusnya dimanfaatkan oleh Indonesia 
untuk memperjuangkan kemerdekaan 
Palestina. 

Pada Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) GNB ke-19 di Kampala, Uganda, 
tanggal 19–20 Januari 2024, Indonesia 
kembali menegaskan posisinya terkait 
Palestina. Indonesia, selain mendesak 
GNB agar bersatu mengupayakan gen-
catan senjata di Gaza, juga mendorong 
agar GNB mengupayakan keanggota-
an penuh Palestina di PBB (“RI Do-
rong Keanggotaan”, 2024). Pada kesem-
patan lain ke depan, seperti di forum 
PBB, Indonesia juga perlu mengajak 
negara-negara GNB untuk menyampai-
kan sikap politik yang lebih kuat dalam 
mendukung kemerdekaan Palestina. 
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Langkah tersebut tidak bisa dilepaskan 
dari fakta bahwa GNB merupakan ke-
kuatan politik yang sangat besar, dan 
dengan lima anggotanya saat ini duduk 
sebagai anggota tidak tetap DK PBB, 
GNB diharapkan bisa menyuarakan po-
sisi bersama terkait Palestina. 

Selain di GNB, Indonesia juga se-
lalu konsisten menyuarakan hak-hak 
rakyat Palestina di forum PBB, seperti 
yang dilakukan Menlu RI di forum De-
bat Terbuka DK PBB pada 23 Januari 
2024. Posisi Indonesia terkait Palesti-
na, antara lain, adalah mendorong ber-
dirinya negara Palestina yang merdeka, 
demokratis, sejahtera, dan hidup ber-
dampingan secara damai dengan Isra-
el di bawah prinsip “solusi dua negara” 
(two-state solution). Dunia internasional 
saat ini masih terus mendorong terwu-
judnya perdamaian antara Palestina dan 
Israel berdasarkan prinsip “solusi dua 
negara” (“Dunia Desak Israel”, 2024). 
Sejalan dengan itu, Indonesia juga harus 
terus mendorong pengakuan kedaulatan 
Palestina oleh negara anggota PBB dan 
organisasi internasional. 

Untuk memperkuat diplomasi ter-
kait Palestina, parlemen juga harus men-
jadi bagian dari upaya untuk ikut mem-
perjuangkan kemerdekaan Palestina di 
forum internasional, khususnya forum 
antarparlemen. DPR RI, yang selama ini 
konsisten memperjuangkan kemerdeka-
an Palestina melalui jalur diplomasi par-
lemen (seperti melalui forum Inter-Par-
liamentary Union/IPU), perlu untuk 
terus menjalankan dan meningkatkan 
peran diplomasinya tersebut. Diploma-
si yang dijalankan oleh DPR RI meru-
pakan bagian dari diplomasi multi-jalur 
(multi-track diplomacy) dengan tujuan un-
tuk memperkuat diplomasi Indonesia 

dalam memperjuangkan kemerdekaan 
Palestina di forum internasional.

Peran diplomasi parlemen tersebut 
telah dijalankan oleh DPR RI, antara 
lain, melalui kehadiran delegasi DPR 
RI di forum Sidang Umum ke-147 IPU 
di Luanda, Angola, pada 24–27 Okto-
ber 2023 lalu. Di forum IPU tersebut, 
delegasi DPR RI mengajukan draf re-
solusi terkait Palestina, yang menekan-
kan empat poin, yaitu mendesak Israel 
menghentikan serangan ke Gaza mela-
lui gencatan senjata, membuka blokade 
Gaza untuk akses kemanusiaan, memin-
ta komunitas internasional untuk lebih 
objektif dan adil serta bersama-sama 
menemukan solusi jangka panjang bagi 
perdamaian di Palestina (“Suara DPR di 
Sidang”, 2023). 

Komitmen dukungan DPR RI ter-
hadap perjuangan bangsa Palestina juga 
bergaung nyaring di forum Asian Parlia-
mentary Assembly (APA) dan Parliamen-
tary Union of the OIC Member States 
(PUIC). Berbeda dengan IPU, mayoritas 
anggota APA dan PUIC secara umum 
merupakan pendukung perjuangan bang-
sa Palestina. Saat berpartisipasi dalam Si-
dang Darurat ke-5 PUIC dan pertemuan 
perdana Komisi Khusus Palestina APA di 
Teheran (Iran), pada 9–10 Januari 2024, 
delegasi DPR RI mengingatkan urgensi 
langkah-langkah konkret untuk menyela-
matkan rakyat Palestina di Gaza. Terkait 
hal ini, DPR RI menegaskan pentingnya 
kedaruratan implementasi gencatan sen-
jata kemanusiaan dan akses bantuan ke-
manusiaan yang aman dan tanpa hambat-
an ke Jalur Gaza. 

Adapun langkah-langkah konkret 
yang diusulkan Delegasi DPR RI ke-
pada PUIC adalah: memberikan du-
kungan penuh atas permohonan Afri-
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ka Selatan di Mahkamah Internasional 
(yang memandang Israel telah melang-
gar Konvensi 1948 tentang Pencegahan 
dan Penghukuman Kejahatan Genosida, 
atau Konvensi Genosida), mendorong 
Palestina menjadi anggota penuh PBB, 
menolak normalisasi dengan Israel, ser-
ta mendukung gerakan isolasi Israel dari 
interaksi antarnegara melalui kampanye 
boycott, divestmen, sanctions (BDS). Sela-
in itu, Indonesia meminta PUIC untuk 
mengirimkan surat resmi ke IPU yang 
mendesak penangguhan keanggotaan Is-
rael, menyampaikan kecaman keras atas 
standar ganda dan hipokritis beberapa 
negara barat, mendesak reformasi PBB, 
dan menetapkan Israel sebagai negara 
teroris dan apartheid (“Usulan Konkret 
BKSAP”, 2024).

Sejumlah catatan terkait Palestina di 
atas semakin menegaskan bahwa kon-
flik Gaza harus dijadikan momentum 
oleh masyarakat internasional, terma-
suk Indonesia (baik pemerintah mau-
pun parlemen), untuk memperkuat upa-
ya diplomasi dan menegaskan kembali 
dukungan politik terhadap perjuangan 
bangsa Palestina dalam meraih kemer-
dekaannya. Kemerdekaan Palestina yang 
dimaksud adalah terbentuknya negara 
Palestina yang merdeka, yang terbebas 
dari penjajahan Israel, dengan wilayah 
kedaulatannya yang sesuai dengan per-
batasan tahun 1967 dan Yerusalem Ti-
mur sebagai ibu kotanya. 

Simpulan 
Konflik Gaza yang masih berlang-

sung harus disikapi oleh masyarakat in-
ternasional, termasuk Indonesia, dengan 
mendesak DK PBB, yang mengurusi 
pemeliharaan perdamaian dan keaman-
an internasional, untuk mengeluarkan 

keputusan yang produktif bagi penyele-
saian masalah Palestina. Langkah lebih 
lanjut yang perlu dilakukan adalah mem-
perkuat diplomasi, termasuk melalui 
diplomasi parlemen, untuk mendukung 
terwujudnya kemerdekaan Palestina. 
Konflik Gaza harus dijadikan momen-
tum untuk memperkuat komitmen dan 
menegaskan dukungan politik masyara-
kat internasional, termasuk Indonesia, 
terhadap perjuangan bangsa Palestina 
dalam meraih kemerdekaannya. Diplo-
masi perdamaian untuk mendorong ber-
dirinya negara Palestina yang merdeka 
dan hidup berdampingan secara damai 
dengan Israel di bawah prinsip “solusi 
dua negara” perlu terus disuarakan dan 
diupayakan masyarakat internasional. 

Rekomendasi
DPR RI, terutama melalui Badan 

Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), 
yang selama ini konsisten memperju-
angkan kemerdekaan Palestina melalui 
jalur diplomasi parlemen, perlu mening-
katkan peran diplomasinya untuk men-
dukung terbentuknya negara Palestina 
yang merdeka. Komisi I DPR RI, yang 
membidangi urusan luar negeri, juga 
perlu terus mencermati perkembangan 
konflik Gaza dan melalui fungsi peng-
awasan perlu mendorong pemerintah 
(khususnya Kementerian Luar Negeri) 
untuk mengambil peran yang lebih ak-
tif dalam mengupayakan terwujudnya 
negara Palestina yang merdeka. Komisi 
I DPR RI juga perlu mendorong peme-
rintah untuk kembali menyuarakan pen-
tingnya reformasi PBB, khususnya De-
wan Keamanan, agar organ utama PBB 
yang membidangi urusan pemeliharaan 
perdamaian dan keamanan internasional 
ini efektif melaksanakan perannya. 
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